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ABSTRACT 

Cicilia Safaatul Colline, 2021. The Strategy of the Maritime Security Agency of 

the Republic of Indonesia in Handling the Crime of Armed Robbery in the 

Indonesian Archipelago Sea Lane Area in 2017-2020, Thesis of International 

Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, State Islamic 

University of Sunan Ampel Surabaya. 

Keywords: Strategy, The Indonesian Maritime Security Agency, Armed Robbery, 

The Indonesian Archipelagic Sea Lane (ALKI) 

The Indonesian Archipelagic Sea Lane (ALKI) is a shipping lane that is the 

lifeblood of international trade in the Southeast Asia region. The issue of armed 

robbery in the ALKI area has caused the The Indonesian Maritime Security Agency 

to swiftly develop some strategies to secure the ALKI area. This study examines 

how the strategy of The Indonesian Maritime Security Agency in dealing with the 

issue of armed robbery in the ALKI area. The research method uses descriptive 

qualitative methods. Researchers found five strategies of The Indonesian Maritime 

Security Agency in dealing with armed robbery in the ALKI area, namely: (1) 

improving infrastructure to support task execution; (2) strengthening the personnel 

of The Indonesian Maritime Security Agency; (3) synergized operations; (4) 

cooperation of The Indonesian Maritime Security Agency in maritime security; and 

(5) coastal community development 

ABSTRAK 

Cicilia Safaatul Colline, 2021. Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

dalam Penanganan Kejahatan Perampokan Bersenjata di Kawasan Alur Laut 

Kepulauan Indonesia Tahun 2017-2020, Skripsi Program Studi Hubungan 

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya. 

Kata Kunci: Strategi, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Perampokan 

Bersenjata, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan jalur pelayaran  yang menjadi 

urat nadi perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara. Adanya isu 

perampokan bersenjata di kawasan ALKI menyebabkan Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia dengan  tanggap menyusun strategi untuk mengamankan 

wilayah ALKI. Penelitian mengulas bagaimana strategi Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia dalam menangani isu perampokan bersenjata di kawasan 

ALKI. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti 

menemukan lima strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam 

menangani perampokan bersenjata di kawasan ALKI, yaitu: (1) meningkatkan 

sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas; (2) penguatan personel 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia; (3) operasi tersinergi; (4) kerjasama 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam pengamanan maritim; dan (5) 

pembinaan masyarakat pesisir  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada Bab ini akan menjabarkan tentang latar belakang mengapa penelitian 

ini dilakukan, lebih lanjut bab ini juga akan menjelaskan pertanyaan yang menjadi 

focus penelitian yang akan dijawab serta tujuan dan manfaat dari diadakannya 

penelitian ini, baik untuk para akademisi, masyarakat umum, hingga pengampu 

kebijakan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam setap 

elemen masyarakat. Pada bab ini juga menjabarkan batasan masalah yang akan di 

ambil dalam penelitian ini sehingga pembahasan pada penelitian ini tidak melebar 

dari topic utama. Bab ini juga memaparkan 10 penelitian terdahulu yang digunakan 

peneliti untuk menemukan alur pemikiran pada awal peneliti memulai penelitian 

ini. Di akhir pembahasan pada Bab ini, akan dijelaskan sistematika pembahasan 

dalam penelitian ini, sistematika pembahasan akan dijelaskan secara singkat akan 

intisari dan hasil penelitian per bab pada penelitian ini. 

Pembahasan dalam bab ini mencakup beberapa sub bab, diantaranya: 

pertama, Latar belakang; kedua, Fokus Penelitian; ketiga, Tujuan Penelitian; 

keempat, Batasan Masalah; kelima, Manfaat Penelitian; keenam, Kajian Tedahulu; 

ketujuh, argumentasi utamana; kedelapan, Sistematika pembahasan yang akan 

terbagi dalam 8 sub bab yang berurutan. 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki wilayah kedaulatan seluas 7.7 juta km2 lebih yang mana 

2/3 bagian dari keseluruhan wilayah Indonesia berbentuk lautan dengan luas 5.8 
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juta km21 Jika dilihat dari posisi geografis, potensi perairan Indonesia sangat 

strategis secara geopolitik. Letak Indonesia berada di posisi silang yang diapit dua 

samudra yakni Samudra Pasifik di sebelah utara dan timur  dan Samudra Hindia 

yang terletak di sebelah barat dan selatan Indonesia. Serta  terletak di persimpangan 

benua Australia dan Asia, membuat perairan Indonesia memiliki potensi 

keuntungan yang strategis dalam lalu lintas perdagangan dan pelayaran 

internasional, selain itu posisi tersebut membuat indonesia diperhitungkan banyak 

negara lain2. Indonesia memegang peranan penting dalam bidang ekonomi, 

terutama pada perdagangan dunia karena secara oceano-geografis, sebagaian besar 

wilayah kelautan Asia Tenggara merupakan yuridiksi kawasan Indonesia, 

Indonesia juga ditunjang dengan keberadaan ALKI atau Alur Laut Kepulauan 

Indonesia yang merupakan jalur perdagangan dan pelayaran internasional paling 

ramai se-dunia serta menyimpan  potensi maritim yang besar. 

Secara umum, ALKI mengakomodasi berbagai kepentingan yang berkaitan 

dengan pelayaran internasional serta hal-hal terkait dengan transportasi laut dan 

udara di kawasan ALKI. Sebagai negara kepulauan Indonesia memberikan hak-hak 

kepada negara asing untuk melakukan pelayaran dan penerbangan secara terus 

menerus dan tidak terhalang dari satu bagian laut lepas ke laut lepas lainnya. ALKI 

sendiri memiliki potensi yang sangat mumpuni, ALKI merupakan jalur pelayaran 

internasional yang menjadi salah tiga jalur perdagangan internasional utama di Asia 

 

1 Tiara Mawahdah, Upaya Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan Maritim Pada Masa 

Pemerintahan Joko Widodo, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 6 (3) (2018) 

2 Siti Merida Hutagalung, Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki): Manfaatnya 

Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia, Jurnal Asia Pacific 

Studies Volume 1 Number 1 (January - June 2017) 
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Tenggara dan dunia. ALKI bertanggungjawab hampir setengah dari perdagangan 

barang dan cadangan minyak dunia melalui jalur laut3. United Nations Conference 

on Trade and Development (UNCTAD) menyebutkan jika dari 80 negara 

berkembang Indonesia menempati peringkat ke 8 dalam hal bongkar muat. 

Indonesia memiliki kapasitas bongkar muat 11.900.763 ton container di tahun 2014 

yang menyumbang 200 triliun rupiah pertahun bagi PDB Indonesia4. Hal ini 

membuat Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi titik persinggahan 

perdangangan pelayaran internasional.  

Posisi strategis yang dimiliki Indonesia mengakibatkan Indonesia  dilalui 

oleh ribuan kapal asing yang melewati jalur ALKI untuk melakukan kegiatan 

pelayaran dan perdagangan internasional. Hal tersebut bagaikan dua sisi mata koin, 

disatu sisi memberi keuntungan secara geopolitik untuk Indonesia akan tetapi disisi 

lain dapat memicu ancaman dari aspek keamanan maritim. Ancaman keamanan 

tersebut juga dapat menjadi menganggu kestabilan keamanan maritim Indonesia 

serta menganggu hubungan Indonesia dengan negara lain. Salah satu Ancaman 

tersebut yakni Perampokan Bersenjata dibeberapa wilayah perairan Indonesia. 

Menurut data ICC International Maritim Bureau Piracy an Armed Robbery Againts 

Ships tahun 2017-2020 setidaknya terjadi 110 kasus perampokan  bersenjata dalam 

kurun waktu 4 tahun dari tahun 2017-2020  yang terjadi di kawasan ALKI5. 

 

3 Jacqueline Ho, Securing the Seas as a Medium of Transportation in SSoutheast Asia, 

(Kuala Lumpur: Maritim Intitute of Malaysia, 2007) 

4 UNCTAD, Review of Maritime Transport, (UNCTAD, New York, 2015) 

5 ICC International Maritim Bureau, Piracy an Armed Robbery Againts Ships, (United 

Kingdom: ICC International Maritim Bureau, 2017-2020) 
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Perampokan bersenjata yang terjadi tidak hanyak menyasar kapal-kapal local, 

namun mayoritas korban perampokan bersenjata yakni kapal-kapal niaga dari 

berbagai negara di dunia, dimana Singapore, Marshal Island, serta Panama 

menempati tiga peringkat teratas sebagai negara-negara asal kapal yang di rampok. 

Menurut data yang di paparkan oleh ICC International Maritime Bureau, 

Piracy an Armed Robbery Againts Ships tahun 2017-2020, ALKI I menyumbang 

Sebagian besar dari insiden Perampokan Bersenjata di kawasan Indonesia. Salah 

satu kawasan yang dianggap paling berbahaya di ALKI I adalah perairan di lingkup 

kawasan Selat Malaka. Selain kawasan ALKI I,  ALKI II dan ALKI III juga tidak 

luput dari ancaman tindak kejahatan perampokan bersenjata. kawasan ALKI II 

merupakan kawasan yang berbahaya karena Laut Sulawesi berbatasan langsung 

dengan Laut Sulu Filipina. Laut Sulawesi yang meliputi perairan Indonesia yang 

berbatasan langsung dengan perairan di sekitar sabah Malaysia dan Laut Sulu 

Filipina, kawasan ini merupakan kawasan yang rawan akan isu maritim seperti 

pembajakan dan perampokan bersenjata6, sedangkan ALKI III memiliki beberapa 

kasus perampokan bersenjata yang terjadi di kawasan ALKI III. 

Dari paparan data di atas menunjukan apabila perairan Indonesia terutama 

kawasan ALKI masih dihantui oleh ancaman kejahatan Perampokan Bersenjata. Isu 

Perampokan Bersenjata merupakan isu yang merugikan Indonesia terutama para 

nelayan yang mencari nafkah dilaut dan para pelaku industri maritim. Adanya 

tindak kejahatan Perampokan Bersenjata di perairan Indonesia menjadi kendala 

 

6 BBC, “Laut Sulu merupakan perairan 'paling berbahaya' di dunia”, bbc.com, diakses 

pada 09 November 2020, https://www.bbc.com/Indonesia/dunia-39451746 

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39451746
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bagi nelayan untuk mencari ikan di laut serta mengancam keselamatan diri para 

nelayan. Selain itu Isu tersebut juga akan berdampak pada pelaku industri yang 

mengunakan perairan Indonesia sebagai jalur pelayaran perdagangannya dimana 

mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengiriman mereka. Selain 

kerugian materil, tingginya angka Perampokan Bersenjata juga menurunkan 

kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional serta mengurangi kepercayaan 

negara-negara yang menggunakan perairan Indonesia (user states) kepada 

Indonesia (littoral states) sebagai negara asal perampok sehingga akan menurunkan 

cintra Indonesia7. 

Sebagai Negara kepulauan yang memiliki 3 alur laut internasional, Indonesia 

berkewajiban untuk membangun kekuatan keamanan maritim yang unggul 

terutama di kawasan ALKI yang merupakan jalur pelayaran Internasional yang 

menjadi urat nadi perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara. Hal ini 

tidak hanya di tujukan untuk mempertahankan kedaulatan serta kekayaan maritim 

Indonesia, namun juga merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia untuk 

mengamankan keamanan maritim dan memastikan keselamatan pelayaran. Dalam 

menunaikan kewajiban Indonesia untuk mengamankan kawasan ALKI dan seluruh 

perairannya, Indonesia membentuk Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

sebagai upaya penegakan hukum terutama untuk melakukan patroli keamanan serta 

keselamatan pelayaran di wilayah perairan dan yuridiksinya. Badan Keamanan 

 

7 Iffah Permata Sari,”Dinamika Kerjasama Littoral States dan User States dalam 

Penanganan Kasus Perampokan Kapal: Studi Kasus Selat Malaka dan Selat Singapura (2010-

2014)”, Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 1, (2017) 
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Laut Republik Indonesia  diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2014 tentang kelautan yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 

178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. 

Tindak kejahatan Perampokan Bersenjata merupakan isu yang ‘asik’ untuk 

di bahas karna isu ini selain dapat mengancam kegiatan perdagangan dan pelayaran 

internasional serta nyawa awak kapal, isu ini juga dapat mempengaruhi image dari 

suatu negara bahkan dapat menganggu hubungan antar negara. Selain itu, isu 

keamanan maritim di wilayah ALKI merupakan isu yang menawan untuk di kaji 

karena ALKI merupakan jalur pelayar internasional yang mana kapal-kapal serta 

pesawat asing bebas masuk ke wilayah tersebut meskipun tetap diwajibkan 

mematuhi peraturan yang telah di tetapkan oleh Indonesia untuk melakukan 

aktivitas pelayaran dan perdagangan internasional. Hal tersebut membuat kajian ini 

sangat menarik karena mengupas bagaimana  Strategi yang di terapkan Badan 

Keamanan Laut sebagai Indonesian Coast Guard untuk melindungi kawasan ALKI 

dari tindak kejahatan Perampokan bersenjata.  

Jika dilihat dari kacamata Hubungan Internasional, kejahatan perampokan 

bersenjata di Kawasan ALKI sangat menarik untuk dikaji karna umumnya 

menyangkut kepentingan lebih dari satu negara. Mayoritas kejahatan perampokan 

bersenjata menyasar kapal-kapal asing dari berbagai negara sehingga hal tersebut 

tentu menarik perhatian dari negara-negara yang kapal dab warga negara mereka 

yang menjadi korban perampokan bersenjata. Disisi lain, ALKI merupakan 

kawasan yang sangat strategis dalam ranah pelayaran dan perdagangan 

Internasional dimana jalur tersebut menghubungkan dua benua dan dua samudra. 
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Seiring dengan berkembangnya intensitas hubungan antar negara di dunia membuat 

jalur-jalur pelayaran internasional sangat diperlukan dalam aktivitas hubungan 

internasional terutama aktivitas pelayaran dan perdagangan internasional serta tidak 

menutup kemungkinan kedepannya lalu lintas di kawasan ALKI akan semakin 

padat. Oleh karena itu kajian menganai ALKI dan Keamanan ALKI akan sangat 

diperlukan kedepannya untuk memperbaiki system keamanan ALKI guna 

terciptanya keamanan maritim yang mumpuni di kawasan tersebut. 

 

B. Fokus Penelitian 

Focus penelitian yang diteliti dalam penelitian ini: 

 “Bagaimana strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia  dalam 

penanganan kejahatan perampokan bersenjata di kawasan alur laut kepulauan 

Indonesia tahun 2017-2020?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berlandaskan focus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti pada 

penelitian ini, tujuan penelitian dijabarkan dalam bentuk pernyataan di bawah ini : 

Untuk mengetahui Bagaimana strategi Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia dalam penanganan kejahatan perampokan bersenjata di kawasan alur laut 

kepulauan Indonesia tahun 2017-2020?. 
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D. Batasan Masalah 

Peneliti memberi batasan penelitian hanya pada bagaimana Strategi yang 

dilakukan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia untuk menangani Kejahatan 

Perampokan Bersenjata di kawasan ALKI dengan rentang waktu  2017-2020. 

Pengambilan rentan waktu ini dilatarbelakngi peneliti ingin memberikan data yang 

terbaru mengenai isu perampokan bersenjata yang terjadi di perairan dan yuridiksi 

Indonesia, selain itu pembentukan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia telah 

berjalan kurang lebih 3 tahun sejak di sahkan oleh karenanya peneliti menganggap 

apabila strategi yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

dalam menangani kejahatan perampokan bersenjata di kawasan alur laut kepulauan 

Indonesia sudah dapat diteliti. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada bidang 

akademis serta bidang praktis : 

a) Manfaat Akademis  

 Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat berkonstribusi bagi 

perkembangan kajian Hubungan Internasional diera kontemporer, terutama pada 

kajian yang berkaitan dengan Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

dalam penanganan kejahatan perampokan bersenjata di kawasan alur laut 

kepulauan Indonesia tahun 2017-2020 . Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

dapat berguna sebagai sumber rujukan atau referensi bagi penelitian-penelitian 

kedepannya. 
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b) Manfaat Praktis  

Selain manfaat Akademis peneliti berharap penelitian ini memberikan 

manfaat praktis. Manfaat praktis yang dimaksud oleh peneliti yakni berupa saran 

terhadap beberapa pihak terkait, diantaranya para pengampu kebijakan, peneliti, 

dan masyarakat. 

 

- Pengampu kebijakan 

Manfaat bagi para pengampu kebijakan yakni sebagai kontribusi pemikiran 

dari mahasiswa serta sebagai bahan pertimbangan para pengampu kebijakan dalam 

mengambil atau melaksanakan kebijakan terkait keamanan di kasawan krusial 

seperti ALKI. 

- Peneliti 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan terutama 

mengenai strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia  dalam penanganan 

kejahatan perampokan bersenjata di kawasan ALKI tahun 2017-2020 

- Masyarakat 

Hasil dari penelitian peneliti harapkan menjadi tambahan wawasan bagi 

masyarakat agar lebih faham akan isu-isu yang terjadi di domain maritim serta 

strategi maritim yang dilakukan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia  dalam 

menangani ancaman keamanan kejahatan Perampokan Bersenjata. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Literatur yang pertama yakni artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Prawira 

Dhahiyat yang berjudul “Peran Instansi Penegak Hukum Dalam Mengatasi 

Perompakan Bersenjata Terhadap Nelayan Tradisional Di Perairan Provinsi 

Lampung Tahun 2016-2017” pada Jurnal Keamanan Maritim Volume 4 Nomor 1 

Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan koordinasi 

instansi penegak hukum dalam upaya pemberantasan perompakan bersenjata di 

perairan provinsi Lampung. Penelitian ini menemukan apabila Instansi penegak 

hukum di laut, khususnya TNI AL maupun Polair telah berperan menjalankan tugas 

dan fungsi masing-masing sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dalam 

menangani perampokan bersenjata di kawsan lampung. Maka dari itu, Peranan 

Nyata (Anacted Role) telah dijalankan oleh TNI AL dan Polair. Sementara Bakamla 

untuk tingkat daerah atau mengacu pada wilayah teritorial belum bisa berperan 

dalam mengamankan sebagai mana mestinya, karena saat ini masih berfokus pada 

wilayah-wilayah perbatasan. Persamaan dari kedua penelitian ini yakni membahas 

tentang isu kejahatan maritim, namun perbedaannya yakni, literatur ini membahas 

peran beberapa instansi penegak hukum yakni TNI AL, Polair, dan Bakamla. 

Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada peran Badan Kemanan Laut Republik 

Indonesia. 

Literature yang kedua  yakni artikel jurnal yang ditulis oleh I Gusti Bagus 

Dharma Agastia yang berjudul “Indonesia’s Maritime Axis and the Security of 

Sea Lanes of Communications (SLOCs) in the Indo-Pacific” pada JURNAL 

HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL. 5 EDISI 1 / APRIL 2016. Artikel jurnal 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 
 

ini mengulas peran Indonesia dalam keamanan SLOC, dimana Indonesia telah 

menyadari akan pentingnya SLOC serta keamanannya. Dibawah Joko Widodo, 

Indonesia telah memulai Langkah pertamanya untuk Menjadi kekuatan maritim di 

Indo-Pasifik karena keamanan SLOC menjadi agenda yang Semakin vital bagi 

kekuatan besar dan ekonomi berkembang di kawasan. Indonesia telah Menegaskan 

bahwa mereka tidak akan lagi menoleransi pelanggaran perairan teritorialnya dan 

telah mulai memodernisasi Angkatan lautnya untuk memastikan memiliki 

kemampuan yang diperlukan untuk mengamankan SLOC di IndoPasifik. Selain 

itu,Indonesia telah mulai membangun inisiatif multilateral untuk mencapai 

tujuannya. Secara keseluruhan, keamanan SLOC sudah pasti menjadi prioritas 

utama bagi pemerintahan Joko Widodo. Persamaan dari penelitian ini dengan 

penelitian peneliti yakni sama-sama mengulas keamanan maritime, namun 

perbedaan keduanya terletak pada lokasi yang diulas. Penelitian ini mengulas akan 

keamanan SLOC atau Sea Lanes of Communications (SLOCs) di kawasan Indo-

Pasifik sedangkan peneliti mengulas tentang keamanan ALKI di Indonesia. 

Literature yang ketiga yakni adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Nazili 

Abdul Azis yang berjudul “Kewenangan Badan Keamanan Laut (Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia ) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di 

Wilayah Perairan Indonesia” dalam DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 

5, Nomor 4, Tahun 2016. Dalam literature ini menjelaskan apabila dalam 

melaksanakan kewenanagannya Badan Keamanan Laut Republik Indonesia  

menerapkan Sistem Single Agency Multy Tasks. Sistem Single Agency Multy Tasks 

menjadikan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia  menjadi pemegang 
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komando terhadap 12 instansi pemangku kepentingan di sector kelautan secara 

terintegrasi. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia  memiliki kewananagan 

untuk mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah 

perairan Indonesia.  

Literature keempat yakni artikel jurnal berjudul “Penanggulangan 

Kejahatan Perampokan Laut Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum 

Pidana Internasional” yang ditulis oleh Kurniasanti dan  Joko Setiyono pada JCH 

(Jurnal Cendekia Hukum) Volume 6 Nomor 1, September 2020. Penelitian ini  

menganalisis implementasi yurisdiksi universal suatu negara dalam menangani 

perampokan maritim di Indonesia dan tindakan pencegahan yang diambil oleh 

pemerintah untuk melindungi kapal berbendera Indonesia di perairan asing rawan 

perampokan bersenjata. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah 

keduanya membahas tindak kejahatan perampokan bersenjata. sedangkan 

perbedaannya penelitian ini lebih berfokus pada hukum yuridiksi universal dalam 

penanganan kejahatan pembajakan dan perampokan sedangkan penelitian penulis 

berfokus pada strategi kemanan maritim dalam penanganan kejahatan perampokan 

bersenjata. 

Literature kelima yakni artikel jurnal ” yang ditulis oleh Jade Lindley pada 

Journal of  Asian Economic Integration 2(2) tahun 2020 yang berjudul “Criminal 

Threats Undermining Indo-Pacific Maritime Security: Can International Law 

Build Resilience?”. Penelitian ini membahas tentang apa kegunaan kegunaan 

hukum internasional sebagai alat untuk merespon ancaman pidana serta bagaimana 

ancaman kriminal mengekspos keamanan maritim Indo-Pasifik dan penerapan 
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hukum internasional dalam menangani ancaman criminal.  Penelitian ini 

menyimpulkan apabila hukum internasional yang ada memberikan peluang bagi 

tanggapan regional yang kooperatif terhadap ancaman kriminal maritim Indo-

Pasifik.  Ketidakamanan maritim hadir meskipun ancaman kriminal yang 

berpotensi meresap ke dalam ancaman regional yang lebih luas dan lebih serius. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama mengulas  

tentang keamanan maritim, namun perbedaan keduanya terletak pada cakupan 

lokasi penelitian, penelitian ini berfokus pada ancaman keamanan maritim di 

kawasan indo-pasifik dan dari pandangan hukum internasional, namun penelitian 

peneliti berfokus pada wilayah Indonesia sehingga memakai pandangan hukum 

Indonesia. 

Literature keenam yakni artikel jurnal yang berjudul yakni jurnal berjudul 

“Keamanan Dan Pertahanan Di Selat Sunda, Studi Alur Laut Kepulauan 

Indonesia I” yang ditulis oleh Danial dkk pada Jurnal Idea Hukum Vol. 6 No. 1 

Maret 2020. Penelitian ini mengkaji strategi kemanan dan pertahanan di selat sunda 

dalam menangani Pelanggaran keamanan maritim termasuk perampokan, 

penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, penyelundupan, kecelakaan laut Di 

perairan Selat Sunda yang merupakan bagian dari wilayah ALKI I. Kesamaan 

antara penelitian ini dan penelitian peneliti adalah keduanya membahas strategi 

keamanan maritim untuk menangani ancaman maritim. Namun penelitian ini 

berfokus pada selat sunda yang berada di kawasan ALKI I sedangkan penelitian 

peneliti berfokus pada perairan di kawasan ALKI. 
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Literature ketujuh yakni artikel jurnal berjudul “Sekuritisasi Isu Keamanan 

Maritim Dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia Di Admm Plus On 

Maritim Security”  yang ditulis Rizky Reza Lubis pada Jurnal Pertahanan & Bela 

Negara volume 8 Nomor 1 April 2018. Kajian ini mengulas isu-isu keamanan 

maritim Indonesia yang harus disekuritisasi guna mendukung diplomasi pertahanan 

Indonesia dalam ADMMPlus Maritime Security. Namun, fase sekuritisasi memiliki 

beberapa tantangan dari sudut yang berbeda. Apalagi kebiasaan para pemimpin 

politik yang cenderung menggunakan isu keamanan maritim hanya sebagai alat 

politik yang mengabaikan isu keamanan maritim yang menjadi ancaman bagi 

negara.Persamaan dari kedua penelitian yakni sama-sama membahas mengenai isu 

keamanan maritim namun keduanya juga memiliki perbedaan yakni penelitian ini 

berfokus pada sekuritisasi isu keamanan maritim untuk menjawab tuntutan kawasan 

dalam aspek keamanan pada forum ADMM-Plus on Maritim Security sedangkan 

penelitian penulis berfokus pada pengamanan isu-isu maritim yang menganggu 

kawasan yuridiksi Indonesia yang secara tidak langsung akan berdampak ke Negara 

tetangga. 

Literature kedelapan yakni artikel Jurnal yang di tulis oleh  Adam James 

yang berjudul “Prosecuting Pirates: Maritim Piracy and Indonesian Law” pada 

Australian Journal of Asian Law, 2019, Vol 19 No 2. Dalam tulisan ini disebutkan 

apabila Indonesia belum memiliki Undang-undang independen Anti Pembajakan 

dan Perampokan secara resmi padahal tindak kejahatan pembajakan dan 

perampokan merupakan salah satu tindak kejahatan meritim yang paling menonjol 

disamping tindak kejahatan Illegal Fishing yang telah memiliki Undang-undang 
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secara independen. Pelaku pembajakan dan Perampokan diadili menurut pasal 438-

447 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam Jurnal Ini juga 

membandingkan perlakuan hukum untuk para pelaku tindak kejahatan pembajakan 

dan perampokan di Indonesia dan juga Singapura. Terdapat beberapa persamaan 

anatara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas 

tentang keamanan maritim serta tindak pembajakan dan perampokan. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada penelitian ini, James dan Chapsos berfokus pada aspek 

hukum pembajakan dan perampokan di Indonesia sedangkan penelitian peneliti 

lebih berfokus pada strategi dalam menangani tindak kejahatan perampokan di 

Indonesia.  

Literatur yang kesembilan yakni artikel jurnal yang berjudul, “The 

Regulation of Piracy and Armed Robbery at Sea in International Law” yang di 

tulis oleh Gerald A. Bunga pada Jurnal Hukum dan Peradilan – ISSN: 2303-3274 

(p), 2528-1100 (e) Vol. 9, no. 3 (2020). Artikel jurnal ini meneliti tentang 

pengaturan piracy dan armed robbery at sea yang ada dalam hukum internasional 

yang berlaku global ataupun yang berlaku hanya dalam kawasan tertentu saja. 

Artikel jurnal ini menemukan apabila Pengaturan perompakan dalam hukum 

internasional telah dilakukan dan tertuang dalam aturan-aturan yang mengikat 

secara global yaitu pada UNCLOS 1982, akan tetapi pengaturan tentang 

perampokan bersenjata di laut baru dilakukan dan tertuang dalam aturan-aturan 

regional yang hanya mengikat beberapa negara. Pengaturan perampokan bersenjata 

di laut juga tidak lengkap sebagaimana pengaturan pembajakan dalam UNCLOS 

1982 yang mengakibatkan munculnya masalah hukum lainnya seperti definisi 
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perampokan bersenjata di laut yang tidak lengkap dalam aturan tersebut membatasi 

locus delicti dari kejahatan ini sehingga meninggalkan wilayah abu-abu dimana 

apabila kejahatan ini terjadi di wilayah tersebut maka akan sulit untuk dikategorikan 

sebagai pembajakan atau perampokan bersenjata di laut. Dengan demikian 

diperlukan regulasi baru mengenai perampokan bersenjata di laut untuk menjawab 

permasalahan tersebut dan sebaiknya aturan baru tersebut dibuat di forum PBB agar 

dapat mengikat secara global. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian ini 

yakni sama-sama membahas tentang perampokan bersenjata, namun perbedaan 

yang mecolok terletak pada focus penelitian. Penelitian ini berfokus membahas 

regulasi pembajakan dan perampokan bersenjata namun penelitian peneliti 

berfokus pada strategi penanganan perampokan bersenjata. 

Literatur kesepuluh yakni artikel jurnal yang berjudul “Repercussions of a 

weak ocean governance and a non-existent maritime security policy: The 

resurgence of piracy and Armed Robbery in the Gulf of Mexico” yang ditulis oleh 

Adriana  Ávila-Zúñiga Nordfjeld & D. Dalaklis pada Journal  Of  International  

Maritime  Safety,  Environmental  Affairs,  And  Shipping,  Vol.  5,  No.  2,  tahun 

2021. Artikel jurnal ini mengkaji perompakan dan perampokan bersenjata di Teluk 

Meksiko, di bawah kerangka keamanan maritim. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Pembajakan laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal di bagian 

selatan Teluk Meksiko telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun 

terakhir;  hasil menunjukkan bahwa serangan pembajakan sangat tidak dilaporkan 

oleh Pemerintah Meksiko.  Otoritas Maritim dari Pemerintah Meksiko tidak 

memenuhi tugas dan kewajibannya di hadapan masyarakat internasional mengenai 
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laporan resmi insiden yang melibatkan tindakan perompakan dan perampokan 

bersenjata terhadap kapal, sebagaimana ditetapkan dalam MSC.1/ Circ.1334 dari 

IMO (2009a)  , mereka juga tidak mematuhi persyaratan ISPS Code sehubungan 

dengan pengaturan tingkat keamanan maritim sesuai dengan risiko yang dirasakan.  

Penelitian peneliti dan penelitian ini memiliki kesamaan focus penelitian yakni 

berfokus mengulas tindak kejahatan perampokan bersenjata dalam kerangka 

keamanan maritim namun penelitian ini memaparkan data dan hasil temuan terkait 

dengan perampokan bersenjata di kawasan Mexico sedangkan peneliti memaparkan 

data dan hasil temuan terkait data perampokan bersenjata di kawasan Indonesia.  

 

G. Argumentasi Utama 

Pada penelitian ini, peneliti memiliki Argumentasi, Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia memiliki dan melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan 

keamanan di kawasan krusial seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia dalam 

menangani tindak kejahatan perampokan bersenjata. Strategi yang dimaksud yakni 

dengan peningkatan alutsiskamla, penguatan personel, serta kerja sama maritim. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Hasil penelitian yang berjudul Strategi Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia dalam Penanganan Kejahatan Perampokan Bersenjata di kawasan Alur 

Laut Kepulauan Indonesia Tahun 2017-2020  akan dipetakan menjadi lima bab. 

Berikut ini merupakan penjelasan sistematis dari pembahasan di setiap bab.:  

1. BAB I PENDAHULUAN  
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Bab peratama yakni pendahuluan yang akan terdiri dari beberapa suh bab. 

Pada awal pendahuluan, peneliti memaparkan latar belakang subjek yang akan di 

ulas pada penelitian ini, latar belakang subjek terdiri dari penyajian data penelitian 

yang saling berkaitan sehingga membentuk pertanyaan yang akan diangkat dalam 

penelitian. Pada Bagian selanjutnya menjelaskan acuan peneliti untuk memberikan 

jawaban melalui data yang telah peneliti temukan dan kesimpulan analisis peneliti, 

serta pertanyaan yang menjadi fokus penelitian. Bagian selanjutnya akan 

menjelaskan tujuan serta manfaat dari penelitian ini. Tujuan penelitian diselaraskan 

dengan fokus pertanyaan penelittian. Bab ini juga menjelaskan tentang sistem yang 

peneliti kirimkan sebagai pedoman untuk menghasilkan hasil penelitian secara 

konsisten serta sistematis. 

2. BAB II KERANGKA KONSEPTUAL  

Bab II merupakan kerangka konseptual. Bab ini berisikkan penjabaran 

kerangka konseptual yang akan digunakan peneliti sebagai pedoman dalam 

menyusun penelitian secara sistematis.  Kerangka Konseptual penelitian ini, yakni 

Strategi, Badan Keamanan Laut, Perampokan Bersenjata, Alur Laut Kepulauan 

Indonesia 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab selanjutnya yakni metode penelitian, pada bab ini dipaparkan metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Lebih lanjut, peneliti akan 

memaparkan beberapa hal yang terkait dengan metode penelitian yang akan 

digunakan, antara lain metode pendekatan, tingkat analisa, teknik pengumpulan 

data, teknik analisa data, hingga alur penelitian atau logika penelitian.  
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4. BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA  

Selanjutnya ialah bab IV, Penyajian dan Analisis Data menyajikan data 

yang diperoleh peneliti selama penelitian. Data yang diuraikan pada bab ini dapat 

berupa data primer ataupun data sekunder untuk mendukung penelitian. 

Selanjutnya, bab ini juga memaparkan temuan penelitian secara konsisten dengan 

pertanyaan yang menjadi fokus penelitian. “Bagaimana strategi Badan Keamanan 

Laut Republik Indonesia  dalam penanganan kejahatan perampokan bersenjata di 

kawasan alur laut kepulauan indonesia tahun 2017-2020?” 

Setelah itu, dalam penelitian ini juga dilakukan analisis penelitian yang 

memanfaatkan teori yang digunakan oleh peneliti dan data yang ada akan 

dijabarkan dengan berpacu pada kerangka konseptual yang telah di sebutkan 

peneliti, Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan 

yang menjadi focus penelitian pada penelitian ini. 

5. BAB V PENUTUP  

Pada bab terakhir, peneliti menyajikan kesimpulan tentang hasil yang 

diperoleh selama penelitian. Lebih lanjut, pada bab ini peneliti akan memberikan 

saran kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. 
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BAB II 

KERANGKA KONSEPTUAL  

Pada Bab II Peneliti akan mengulas tentang Lamdasan Konseptual yang 

akan peneliti gunakan guna menjabarkan variable penelitian serta menganalisa hasil 

penelitian. Bab ini akan di dibagi kedalam dua beberapa sub bab yang akan 

mengulas konseptualisasi yang akan di gunakan untuk menganalisis data yang telah 

di dapatkan oleh peneliti. Kerangka Konseptual akan berisi penjelasan Singkat 

mengenai Konseptualisasi variabel penelitian yakni Strategi, Perampokan 

Bersenjata, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia. 

Kerangka Konseptual akan diuas secara singkat namun mendalam sehingga 

kedepannya dapat menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini, 

keseluruhan konseptualisai selanjutkan akan di petakan menjadi 4(empat) sub bab 

yakni: pertama, Strategi; kedua, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia; ketiga, 

Perampokan Bersenjata; keempat, Alur Laut Kepulauan Indonesia dan akan di 

jabarkan secara berurutan. 

 

A. Strategi 

Strategi bersal dari Bahasa yunanai yakni “Strategos” (Stratos=Militer dan 

ag=kepemimpinan) artinya“Generalship” Atau apa yang dilakukan seorang 

jenderal ketika membuat rencana guna memenangkan perang. Umumnya strategi 

merupakan cara dan rencana jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan8. Strategi 

 

8 George Albert Steiner, Strategic Planning: What Every Manager Must Know Free Press 

paperback, (Michigan: Free Press, 1979) 
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pada awalnya hanya berhubungan dengan aspek militer, strategi di istilahkan 

dengan The Art of Leading An Army, hal ini dikarenakan awalnya strategi hanya 

digunakan dalam peperangan. Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin, para 

akademisi beranggapan bahwas  strategi dapat digunakan dalam seluruh aspek 

kehidupan. Oleh karenanya lahirlah kajian Strategi. Studi strategi merupakan studi 

yang dinamis mengikuti dengan perkembangan zaman. Studi strategi merupakan 

salah satu cabang dari ilmu social.  

Gray mengutarakan setidaknya terdapat tiga kategori yang menjelaskan 

konsep strategi. Kategori pertama kategori People and Politics menjelaskan tentang 

dimensi strategi dari aspek orang/individu, masyarakat, materi dan mentalitas, 

politik dan etika. Kategori Kedua, kategori Preparation for War yang menjelaskan 

dimensi strategi dari aspek ekonomi dan logistik, organisasi, administrasi militer, 

informasi dan inteligensi, doktrin dan teori strategi, dan teknologi. Kategori Ketiga, 

kategori War Proper yang menjelaskan dimensi strategi dari aspek operasi militer, 

pimpinan (dalam politik dan militer), geografi, pergesekan dan lawan9. 

 

B. Badan Keamanan Laut 

Bakamla atau Badan Keamanan Laut ialah instansi non-kementrian yang 

memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden, Bakamla memiliki bidang 

tugas untuk melaksanakan kegiatan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah 

perairan wilayah hukum Indonesia. Pembentukan Bakamla berdasar pada Undang-

Undang no. 32 tahun 2014 tentang kelautan yang selanjutnya diperkuat dengan 

 

9 Colin S. Gray, Modern Strategy, (Oxford: Oxford University Press, 1999) 
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Peraturan Presiden no. 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Bakamla 

bertindak sebagai lembaga penegak hukum di perairan dan yurisdiksi Indonesia, 

khususnya di wilayah ALKI, dalam melakukan patroli maritim di perairan 

Indonesia dan memastikan keselamatan pelayaran. 

Pembentukan Bakamla merupakan inkarnasi mandat dari UU Nomor 32 

tahun 2014 tentang kelautan yang menyatakan perlu dibentuk suatu lembaga 

dengan fungsi pokok dan fungsi keselamatan, keamanan, dan penegakan hukum di 

laut. Hal ini juga merupakan wujud kesungguhan Indonesia dalam mengkukuhkan 

supremasi kedaulatan serta hukum di perairan indonesia. Bakamla mengemban 

tugas melakukan untuk Patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan 

wilayah hukum Indonesia10. Pada hakekatnya Bakamla ialah regenerasi dari 

Bakorkamla yang memperkuat kewenangannya sebagai pusat komando penegakan 

hukum di kawasan perairan Indonesia, tidak seperti Bakorkamla yang hanya 

mengkoordinir instansi terkait11. Bakamla adalah sebuah badan yang  mempunyai  

fungsi penjaga keamanan dan perlindungan  di perairan Indonesia , Kemudian lebih 

lanjut meningkatkan kehadiran mereka dalam hubungan internasional dan Bakamla 

menyandang nama Indonesian Coast Guard (ICG)12. 

Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla menyelenggarakan fungsi  

menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah 

 

10 Pasal 61 UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Pasal 2 Perpres Nomor 178 tahun 

2014 tentang BAKAMLA 

11 Ranu Samiaji, Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi 

Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia,  Jurnal Hukum  Magister Ilmu Hukum Dan 

Kenotariatan, (2015) 

12 Nazili Abdul Azis, Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan 

Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4 (2016) 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 
 

perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyelenggarakan sistem 

peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan 

wilayah yurisdiksi Indonesia; melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, 

dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah 

yurisdiksi Indonesia;  menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan 

oleh instansi terkait; memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi 

terkait; memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan 

Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan melaksanakan tugas lain dalam 

sistem pertahanan nasional13. 

Dengan berdirinya Bakamla, pemerintah Indonesia mengubah paradigma 

keselamatan, keamanan, dan penegakan hukum maritim yang sebelumnya dianggap 

kurang efektif dan tidak efisien. Paradigma yang dimaksud yakni multi agency 

multi task yang semula di terapkan oleh Indonesia, menjadi single agency multi 

task, dimana satu agensi dengan berbagai tugas. Sehingga Bakamla menjalankan 

komando dan kendali atas terselenggaranya operasi pengamanan, perlindungan, 

dan penegakan hukum di perairan Indonesia dan wilayah hukum Indonesia. 

 

C. Perampokan Bersenjata 

Perampokan Bersenjata menurut Organisasi Maritim Internasional dalam 

sesi sidang ke-26 sebagai resolusi A.1025 Resolusi tentang Kode Praktik IMO 

 

13 Pasal 62 UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Pasal 3 Perpres Nomor 178 tahun 

2014 tentang BAKAMLA 
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untuk Investigasi Perampokan Bersenjata Terhadap Kapal, menetapkan bahwa 

“perampokan bersenjata terhadap kapal terdiri dari salah satu tindakan berikut: 

(a) setiap tindakan ilegal kekerasan atau penahanan atau tindakan perusakan, atau 

ancamannya, selain tindakan pembajakan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi 

dan diarahkan terhadap kapal atau orang atau properti di atas kapal tersebut, di 

dalam suatu Negara perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial; 

(b) tindakan apa pun yang menghasut atau dengan sengaja memfasilitasi tindakan 

yang dijelaskan di atas”14. 

 

D. Alur Laut Kepulauan Indonesia 

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan kesepakatan yang 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002, membagi wilayah 

Indonesia untuk diatasi dengan 3 jalur ALKI dengan keputusan IMO pada sidang 

ke-69 Komite Keselamatan Maritim. Jalan ALKI merupakan representasi dari 

luasnya wilayah perairan Indonesia yang erat kaitannya dengan status Indonesia 

sebagai negara kepulauan. ALKI sendiri merupakan kawasan terbuka yang 

membelah Indonesia menjadi empat kompartemen strategis serta menimbulkan 

berbagai isu-isu maritim di dalamnya. ALKI resmi terbentuk setelah Indonesia 

resmi meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 

tahun 1982  dengan UU No. 17 Tahun 1985 dan dinyatakan sebagai hukum positif 

 

14 Resolusi A.1025 (26) Organisasi Maritim Internasional 
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internasional yang mengakui hak Indonesia sebagai Archipelagic State atau negara 

kepulauan15. 

Definisi dari Negara Kepulauan dan ALKI lebih lanjut di jelaskan pada 

Undang-undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-undang Nomor 

6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Menurut U Undang-undang No. 32 tahun 

2014 tentang Kelautan dijelaskan apabila “Negara Kepulauan adalah negara yang 

seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau 

lain.16” Sedangkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang 

Perairan Indonesia dijelaskan apabila “ALKI atau Alur laut kepulauan adalah alur 

laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk 

melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk 

transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang 

melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara 

satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan bagian laut lepas 

atau Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia lainnya17”. Tiga jalur ALKI yang telah 

disetujui oleh IMO beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia, yaitu18 : 

- “ALKI I : rute untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintas Laut Natuna, 

Selatan Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda ke Samudra Hindia atau 

sebaliknya.  

 

15 Ismah Rustam, Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita‐cita Indonesia sebagai Poros 

Maritim Dunia, Indonesian Perspective Volume 1 Nomor. 1 (N.d) 

16 Undang-undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan 

17 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. 

18 Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban kapal dan pesawat 

udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang 

ditetapkan presiden republik indonesia, 
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- ALKI II : rute untuk pelayaran dari Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut 

Flores dan Selat Lombok ke Samudra Hindia atau sebaliknya. 

- ALKI IIIA : rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut 

Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu sebelah 

Barat Pulau Sawu ke Samudra Hindia atau sebaliknya. 

- ALKI cabang IIIB : rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi 

Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda dan Laut Leti ke Laut Timor atau 

sebaliknya. 

- ALKI cabang IIIC : rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi 

Laut M<aluku, Laut Seram, Laut Banda, ke Laut Arafuru atau sebaliknya. 

- ALKI cabang IIID : rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi 

Laut Maluku, Laut Seram dan Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu 

sebelah Timur Pulau Sawu ke Samudra Hindia atau sebaliknya. 

- ALKI cabang IIIE : rute untuk pelayaran dari Sulawesi melintasi Laut 

Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Ombai, dan Laut Sawu sebelah barat 

Pulau Sawu atau Laut Sawu sebelah Timur Pulau Sawu ke Samudra Hindia 

atau sebaliknya, atau melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat 

Leti dan Laut Timor ke Samudra Hindia atau sebaliknya, atau Laut Seram 

dan Laut Banda ke Laut Arafura atau sebaliknya.” 

Dari definisi yang telah di sebutkan, dapat ditegaskan apabila status negara 

kepulauan yang dimiliki Indonesia memberikan hak penuh kepada Indonesia untuk 

memanfaatkan seluruh potensi yang terkandung di wilayahnya perairan dan 

daratannya. Penetapan ALKI memiliki tujuan untuk memenuhi national interest 
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Indonesia dalam keamanan serta kedaulatan wilayah di perairannya, serta 

memberikan kesempatan kepada kapal asing untuk menggunakan hak lintas 

kepulauan pada jalur laut yang melalui perairan kepulauan Indonesia. Dalam ALKI 

kapal atau pesawat udara tidak dapat berlayar atau terbang lebih dari 25 mil laut 

dari kedua sisi garis sumbu, selain itu kapal dan pesawat udara asing  tidak dapat 

terbang atau berlayar lebih dekat ke pantai dalam 10% jarak antara titik terdekat di 

pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan19. 

  

 

19 Luh Putu Sudilli, Penetapan Alur-Alur Laut Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 

1982, Hukum dan Pembangunan Nomor 3 (2002) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab III pada penelitian ini akan menjabarkan metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian peneliti. Penelitian ini akan mengunakan model 

penelitian kulitatif, dimana hasil dan data pada penelitian ini akan dijabarkan dalam 

bentuk kalimat. Bab ini juga juga mengulas tentang waktu dan tempat penelitian ini 

dilakukan, selanjutnya bab ini juga mengulas tentang tingkat analisa serta teknik 

analisi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk membaca data yang 

didapatkan. Bab ini juga menjabarkan tentang tahap-tahap penelitian yang 

dilakukan peneliti serta mengkaji teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, 

baik pengumpulan data primer maupun sekunder. 

Pada bab ini akan dibagi kedalam beberapa sub bab diantaranya: pertama, 

Jenis dan Pendekatan Penelitian; kedua, Lokasi dan Waktu; ketiga, Tingkat Analisa 

Data; keempat, Tahap-Tahap Penelitian; kelima, Teknik Pengumpulan Data; 

keenam, Teknik Analisis Data yang selanjutnya akan dijabarkan secara berurutan 

dalam bab ini.  

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pada Penelitian ini, peneliti mengunakan pendekatan penelitian kualitatif 

dengan model deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa teks tertulis atau verbal dari subjek penelitian dan perilaku 

yang harus diamati sehingga data yang terkumpul adalah data berupa kata-
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kata/frasa dan gambar. Data-data tersebut dapat berbentuk naskah wawancara, 

memo, dokumen pribadi, atau dokumentasi resmi lainnya20.  

Creswell menyatakan dalam bukunya Research Design: Qualitative, 

Quantitative, and Mix Methods approach bahwa: 

“Qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning 

individuals or groups ascribe to a social or human problems. The process of 

research involves emerging questions and procedures, collecting data in the 

participants setting, analyzing the data inductively, building from particulars a 

general themes, and making interpretations of the meaning of the data. The final 

written report has a flexible writing structure21” 

Kajian Kualitatif dapat juga diartikan sebagai serangkaian aktivitas 

penelitian yang menggambarkan ide-ide induktif yang menarik kesimpulan atas 

kejadian tertentu Pola berpikir induktif adalah cara berpikir di mana kesimpulan 

dapat ditarik dari yang khusus dalam kaitannya dengan yang bersifat umum22. 

Pendekatan ini memberikan gambaran yang utuh tentang masalah yang dirumuskan 

dengan menitikberatkan pada proses serta menggali kembali makna dari fenomena 

yang terjadi dalam perjalanan penelitian dengan harapan informasi yang diperoleh 

lebih lengkap, lebih dalam dan lebih alami.  Fitur utama dari penelitian kualitatif 

adalah penelitian ini melakukan penelitian dengan sumber data in vivo langsung 

dan peneliti sebagai alat utama; Menampilkan data berupa kata-kata atau gambar 

tanpa menonjolkan angka. memprioritaskan metode daripada hasil; melakukan 

analisis data induktif; dan menggarisbawahi pentingnya data yang dapat diamati. 

 

20 Laxi Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rosda Karya, 1994), 56 

21 Jhon W Creswell, “Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Methods 

Approaches, (Los Angles: SAGE, 2009) 

22 John W. Creswell Op Cit 
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Penelitian kualitatif dilakukan secara intensif dengan partisipasi para peneliti 

khusus di bidangnya. Peneliti dengan cermat mendokumentasikan fenomena yang 

ditemui, lalu menganalisis berbagai dokumen yang telah peneliti yemukan di 

tempat kejadian, selanjutnya peneliti menulis laporan penelitian secara rinci23. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan pola interaksi, menemukan teori 

baru, mendeskripsikan realitas yang kompleks sehingga dapat diperoleh makna dari 

suatu fenomena..  

 

B. Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini akan dilakukan dibeberapa lokasi, untuk mendapatkan data 

Primer, peniliti melakukan penelitian melalui wawancara via komunikasi daring 

Whatsapp dengan narasumber yang telah ditentukan. Sedangkan untuk pencarian 

data literature akan dilakukan oleh peneliti di Surabaya dan Sidoarjo. Waktu 

penelitian ini di mulai dari bulan Januari 2021 hingga desember 2021 

 

C. Tingkat Analisa Data 

Sebelum menentukan tingkat analisa pada suatu penelitian, peneliti harus 

menetapkan unit analisa (Variable Dependent) dan Unit Eksplanasi (Variable 

Independent) terlebih dahulu. Unit analisa yakni obyek yang prilakunya ingin 

dianalisa dan dijelaskan oleh peneliti sedangkan unit eksplanasi yakni obyek yang 

 

23 Sugiyono, Metode Penelitia Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2017) 
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mempengaruhi prilaku unit analisa yang akan di gunakan dalam penelitian ini24. 

Dalam penelitian ini Unit Analisa pada penelitian ini adalah negara yakni Strategi 

Badan Keamanan Laut dan Unit Eksplanasi pada penelitian ini adalah tindak 

kejahatan perampokan bersenjata. Setelah menetapkan unit Analisa, peneliti 

menetapkan tingkat Analisa, dimana pada penelitian ini mengunakan tingkat 

Analisa sub negara 

 

D. Tahap-Tahap Penelitian 

- Tahap Persiapan  

Tahapan ini dimulai dengan penetapan pertanyaan penelitian yang 

selanjutnya akan diulas oleh peneliti dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian 

yang dimaksud yakni Bagaimana strategi Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia  dalam penanganan kejahatan perampokan bersenjata di kawasan alur 

laut kepulauan indonesia tahun 2017-2020?. Selanjutnya peneliti melakukan 

akumulasi konsep yang diperlukan peneliti dalam penelitian dan memasukan serta 

menjaarkannya kedalam definisi konseptual 

- Tahap Pelaksanaan  

Tahap Pelaksanaan merupakan jantung dari penelitian, pengumpulan data 

pada tahap ini akan dilakukan dengan beberapa metode. Pertama,  menggunakan 

metode penelitian dokumenter untuk mendapatkan data sekunder dengan 

 

24 Mohtar Masoed, “Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: 

LP3ES, 1990) 
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mengumpulkan dokumen, buku, jurnal, artikel, berita, dll secara online atau offline. 

Kedua,   mengunakan metode wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan 

masalah yang sedang di bahas dalam penelitianuntuk mendapatkan data primer, 

yang mana dalam penelitian ini yakni Badan Keamanan Laut Indonesia melalui 

komunikasi daring. 

- Tahap Analisis Data  

Saat melakukan analisa data pada tahap ini, peneliti melakukan langkah-

langkah dalam analisis data yang di cetuskan oleh Miles dan Huberman, yakni 

tahapan analisis data seperti: reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display), dan kesimpulan (conclusion drawing/verification). 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang krusial dalam sebuah 

penelitian, karena penelitian memiliki tujuan utama untuk memperoleh data. 

Peneliti tidak dapat memiliki standar data yang memenuhi standar data apabila 

peneliti tidak paham akan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data bias 

dilakukan di berbagai tempat,  sumber, dan cara. Pengumpulan data dapat berasal 

dari sumber primer dan sekunder jika berdasar pada sumber data. Sumber data 

primer adalah sumber data penelitian yang dapat secara langsung memberikan data 

kepada peneliti. Sedangkan sumber data sekunder ialah sumber yang tidak dapat 

memberikan data kepada peneliti secara angsung, contohnya melalui dokumen. 
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Setidaknya ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan peneliti sertakan pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 3.1- Teknik Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data primer pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik wawancara sedangkan untuk memperoleh data sekunder peneliti 

mengunakan teknik dokumenter.  Data primer adalah data yang didapat peneliti 

secara langsung dari sumber atau subjek penelitian. Sedangkan Data Sekunder 

adalah data yang dipublikasikan sebagai data dokumen atau digunakan oleh pihak 

lain. 

1. Interview/wawancara 

Wawancara adalah Metode pengumpulan data yang dikerjakan peneliti 

dengan cara menanyakan langsung penelitian yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti dengan tujuan untuk mencari informasi/data melalui tanya jawab secara 

lisan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan 

instansi terkait yaitu Badan Keamanan laut Indonesia. Sedangkan metode 

wawancara yang digunakan penulis yakni Interview Semi Terstruktur (semi 

Teknik pengumpulan 
data

Observasi

Wawancara/Interview

Dokumentasi

Triangulasi/Gabungan
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structure interview), dimana hal ini berarti peneliti mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan yang akan di tanyakan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara, 

namun pelaksanaannya lebih liberal, yaitu tidak menutup kemungkinan adanya 

pertanyaan-pertanyaan baru yang masih relevan untuk konsultasi dan pendapat 

informan secara lebih luas. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan perwakilan 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melalui media komunikasi daring. 

Dalam hal ini peneliti melakuan wawancara dengan Bapak Afrizal Agung Satria 

selaku Kasi Penyiapan Strategi dan Bapak Vincentius Ardila Andriyawan Rustomo 

selaku Staf Penyiapan Strategi Badan Keamanan Laut Indonesia. Peneliti 

memberikan 21 pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti kepada responden dan 

kemudian jawaban dari responden dijadikan peneliti sebagai data primer dari 

penelitian ini. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumenter ialah cara mengumpulkan data dari hal-hal yang berupa 

catatan atau dokumen lain. Hasil penelitian dari wawancara atau observasi lebih 

reliabel jika didukung oleh data dokumenter yang mumpuni. Penulis mengunakan 

metode ini untuk mendapatkan data berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan 

isu  yang penulis bahas dalam penelitian peneliti. Peneliti menggunakan bahan 

tertulis seperti buku, jurnal, artikel surat kabar, peraturan politik, dan hasil 

penelitian sebelumnya dalam pnelitian ini untuk mendapatkan data sekunder. 
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Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dalam penelitian ini 

dilakukan melakui studi literature jurnal yang berkaitan dengan isu yang diangkat 

peneliti, studi dokumentasi melalui dokumen yang di keluarkan oleh instansi 

pemerintah dan organisasi internasional, serta melalui hukum-hukum positif baik 

hukum positif nasional maupun internasional.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data  penelitian kualitatif dilaksanakan dari awal sebelum peneliti 

masuk ke lapangan hingga semasa peneliti terjun di lokasi penelitian, dan setelah 

peneliti terun di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dikerjakan pada 

saat pengumpulan data berangsung untuk jangka waktu tertentu setelah 

pengumpulan data selesai. Miles dan Huberman mengungkapkan apabila Kegiatan 

analisis data kualitatif bersifat interaktif dan terus menerus sehingga terjadi 

kejenuhan data. Aktivitas dalam tahapan ini yakni Data Reduction, data display, 

dan conclusion drawing/verivication. Aktivitas pertama yakni mereduksi data. 

Reduksi data berarti merangkum, memilih dan menitik beratkan pada hal-hal yang 

krusial dengan mencari pola dan poinya.  oleh karena itu, data yang dipadatkan 

memberikan gambaran yang unarguable dan memudahkan peneliti mengumpulkan 

data serta menemukan data baru saat dibutuhkan. Meredusi data adalah prosedur 

berpikir sensitive yang membutuhkan kedalaman pengetahuan dan kecerdasan. 

Pada tahap ini, menyoroti poin-poin utama, dan fokus pada hal-hal penting dalam 

penelitian ini.  
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Setelah dilakukan redusi, tahapan berikutnya adalah menyajikan data. 

Peneliti kualitatif dapat mempresentasi datanya berupa uraian poin, diagram 

hubungan antar kategori, diagram alur, ataupun bentuk lainnya selain numberik. 

Miles and Huberman menyatakan “The most frequent form of display data for 

qualitative research data in the past has been narrative text”. Dengan memetakan 

data, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan 

langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Dalam aktivitas ini akan 

disajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif yang dituangkan dalam bab 

IV. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan validasi. Kesimpulan 

awal yang peniliti tarikk  dari argumen utama bersifat tentatif sehingga dapat 

berubah jika peneliti tidak menemukan bukti yang meyakinkan dan mendukung 

pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan atau hasil yang 

disajikan sebelumnya didukung oleh bukti yang kuat dan kukuh setelah tahapan 

pengumpulan data selesai, kesimpulan yang telah disajikan di awal adalah hasil  

yang andal. Dengan demikian, kesimpulan penelitian kualitatif telah menjawab 

rumusan masalah yang menjadi focus penelitian sejak awal, akan tetapi juga bisa 

jadi tidak, karena masalah dan rumusan masalah penelitian kualitatif umunya 

fluktiatif dan bersifat sementara sehingga dapat berkembang seiring dengan 

berjalannya penelitian kualitatif  lapangan. Pada titik ini, peneliti akan memvalidasi 

data untuk menarik kesimpulan yang dapat diandalkan. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini akan menampilkan temuan data sekaligus analisis data. Data yang 

dipaparkan peneliti adalah ALKI dan perampokan bersenjata di kawasan ALKI, 

Peran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam penegakan hukum di 

kawasan ALKI, serta Strategi yang di gunakan Badan Keamanan Laut Indonesia 

dalam menangani tindak kejahatan perampokan bersenjata di kawasan ALKI. Lebih 

lanjut data-data yang akan di paparkan pada bab ini berasal dari berbagai sumber 

baik secara primer maupun sekunder. Data primer diolah dari hasil wawancara 

dengan pihak perwakilan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sedangkan 

data sekunder diolah  dari berbagai sumber diantaranya Buku, Jurnal, Hukum-

hukum positif, laporan-laporan, hingga paparan para ahli di forum-forum resmi. 

Dengan mengunakan definisi konseptual yang telah di jabarkan peneliti 

dalam bab sebelumnya, peneliti akan mengidentifikasi dan melakukan analisis 

terhadap Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagai salah satu stakeholders 

yang memiliki peran penting dalam upaya penjagaan keamanan laut di Indonesia 

serta menganalisis bagaimana Strategi yang di lakukan oleh Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia dalam menangani tindak kejahatan di kawasan ALKI 

mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan yang krusial karna merupakan 

jalur perdagangan dan pelayaran internasional.  

Untuk selanjutnya, peneliti akan membagi bab ini kedalam 7 sub-bab. 

Pertama, mengenal ALKI sebagai jalur pelayaran dan perdagangan internasional 

dan perampokan bersenjata yang terjadi di kawasan ALKI; Kedua, Peran Badan 
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Keamanan Laut Republik Indonesia dalam penegakan hukum di wilayah ALKI; 

ketiga, Meningkatkan sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas; 

keempat, Penguatan Personel Internal Badan Keamanan Laut Republik Indonesia; 

kelima, Operasi Tersinergi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia; keenam, 

Kerjasama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam pengamanan maritim; 

ketujuh, pembinaan masyarakat pesisir. 

 

A. Mengenal ALKI sebagai jalur pelayaran dan perdagangan 

internasional  

Status Negara kepulauan yang disematkan untuk Indonesia secara langsung 

memberi pemahaman akan identitas Indonesia sebagai Negara yang memiliki 

kekuatan besar di bidang kemaritiman, Indonesia harus menyadari apabila masa 

depan dan kemasyhuran Indonesia akan sangat ditentukan oleh bagaimana 

Indonesia mengelola sumber daya kelautannya25. Wilayah perairan di Indonesia 

memiliki potensi yang signifikan dalam hal sumber daya alam serta sebagai jalur 

laut internasional yang menjadi semakin penting dari waktu ke waktu. Dalam 

industri pelayaran dan perdagangan serta industri maritime didunia Indonesia 

memiliki potensi yang besar. Posisi silang Indonesia menjadikan Indonesia 

penghubung  antara dua samudra serta benua serta negara-negara Asia Tenggara 

melalui tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (selanjutnya di sebut ALKI) yang 

terbagi di seluruh lautan Indonesia.  

 

25 Ismah Rustam, “Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita‐cita Indonesia sebagai Poros 

Maritim Dunia”, Indonesian Perspective Volume 1 Nomor. 1, (2021) 
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Tersematnya status Indonesia sebagai negara kepulauan tersebut 

mengharuskan Indonesia menyediakan akomodasi pada rute yang digunakan untuk 

transportasi internasional. Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi Hukum 

Laut 1982 dengan menyerahkan instrumen ratifikasinya kepada Sekretariat PBB 

pada 3 Februari 1986. Penetapan ALKI merupakan implementasi Pasal 47-53 

Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 47 menyatakan bahwa negara kepulauan dapat 

menarik garis pangkal lurus kepulauan (arhipelagic baselines) dan aturan ini sudah 

ditransformasikan kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

1996 tentang Perairan Indonesia dan PP Nomor 37 tahun 2002 tentang Hak dan 

Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur 

Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 

tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia 

terdapat pengaturan mengenai bepersyaratan yang harus dipatuhi oleh kapal dan 

pesawat udara yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan Indonesia.  

 Pengertian ALKI sendiri dijelaskan Undang-undang No. 6 Tahun 1996 

tentang perairan Indonesia  

“ALKI atau Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau 

pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan 

penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, 

langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan 

kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau 

Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi 

Ekslusif Indonesia lainnya”.  
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Tiga jalur ALKI yang disetujui oleh IMO beserta cabang-cabangnya di 

perairan Indonesia, yaitu26 : 

- “ALKI I : rute untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintas Laut Natuna, 

Selatan Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda ke Samudra Hindia atau 

sebaliknya.  

- ALKI II : rute untuk pelayaran dari Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut 

Flores dan Selat Lombok ke Samudra Hindia atau sebaliknya. 

- ALKI IIIA : rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut 

Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu sebelah 

Barat Pulau Sawu ke Samudra Hindia atau sebaliknya. 

- ALKI cabang IIIB : rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi 

Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda dan Laut Leti ke Laut Timor atau 

sebaliknya. 

- ALKI cabang IIIC : rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi 

Laut M<aluku, Laut Seram, Laut Banda, ke Laut Arafuru atau sebaliknya. 

- ALKI cabang IIID : rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi 

Laut Maluku, Laut Seram dan Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu 

sebelah Timur Pulau Sawu ke Samudra Hindia atau sebaliknya. 

- ALKI cabang IIIE : rute untuk pelayaran dari Sulawesi melintasi Laut 

Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Ombai, dan Laut Sawu sebelah barat 

Pulau Sawu atau Laut Sawu sebelah Timur Pulau Sawu ke Samudra Hindia 

 

26 PP No 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam 

melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan presiden 

republik indonesia, 
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atau sebaliknya, atau melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat 

Leti dan Laut Timor ke Samudra Hindia atau sebaliknya, atau Laut Seram 

dan Laut Banda ke Laut Arafura atau sebaliknya.” 

 

Gambar 4.1 - Alur Laut Kepulauan Indonesia beserta Choke Point Indonesia27 

Secara umum, ALKI mengakomodasi berbagai kepentingan yang berkaitan 

dengan pelayaran internasional serta hal-hal terkait dengan transportasi laut dan 

udara di kawasan ALKI. Sebagai negara kepulauan Indonesia memberikan hak-hak 

kepada negara asing untuk melakukan pelayaran dan penerbangan secara terus 

menerus dan tidak terhalang dari satu bagian laut lepas ke laut lepas lainnya 

Berdasarkan pasal 53 Konvensi Hukum Laut 1982  tentang hak lintas alur 

laut kepulauan, penentuan Alur Laut Kepulauan sendiri sebenarnya tidak 

diwajibkan. Suatu Negara Kepulauan dapat menentukan alur laut serta rute 

penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat 

 

27 Paparan Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio pada Focus Group  Discussion (FGD) 

Prodi Keamanan Maritim UNHAN tentang “Masa Depan Poros Maritim Dunia Tahun 2024 dalam 

mendukung Keamanan Maritim”, Jakarta, 28 Juli 2021 
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udara asing yang terus menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau 

di atas perairan kepulauannya serta laut teritorial yang berdampingan dengannya. 

Ketentuan pasal 53 Konvensi Hukum Laut 1982 juga menyebutkan apabila suatu 

negara kepulauan menetapkan skema pemisah lalu lintas untuk keperluan lintas 

kapal yang aman melalui terusan sempit dalam alur laut demikian. Apabila suatu 

Negara kepulauan tidak menentukan alur laut atau rute penerbangan, maka hak 

lintas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan 

untuk pelayaran internasional serta perdagangan internasional dan tentu saja hal 

tersebut akan mengancam keamanan perairan Indonesia. Oleh karenanya Indonesia 

memutuskan untuk menetapkan ALKI, Indonesia ialah satu-satunya negara 

kepulauan yang telah menetapkan alur laut kepulauan. Penetapan yang dilakukan 

Indonesia terdiri dari tiga alur laut kepulauan yakni ALKI I, ALKI II dan ALKI III 

yang terbentang dari utara indonesia ke selatan Indonesia. 

Kapal-kapal asing baik kapal niaga maupun kapal perang yang tengah 

melangsungkan pelayaran internasional dan mengunakan hak lintasnya melalui 

ALKI dapat melewati kawasan ALKI tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari 

pemerintah Indonesia, selain itu, kapal selam asing juga tidak di wajibkan muncul 

kepermukaan apabila sedang melintasi ALKI. Ketentuan-ketentuan tersebut hanya 

di perbolehkan pada tiga jalur ALKI yang telah di sepakati bersama, apabila 

melewati tiga jalur yang telah ditetapkan, maka akan dianggap telah melakukan 

pelangaran28. 

 

28 Ismah Rustam Op Cit,. 
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Penetapan ALKI memiliki tujuan untuk Menjamin kepentingan serta 

kegiatan pelayaran dan penerbangan internasional dapat berjalan secara terus 

menerus, segera dan tanpa hambatan, selain itu, penetapan tersebut juga memiliki 

tujuan untuk memenuhi national interest Indonesia dalam keamanan serta 

kedaulatan wilayah di perairannya, serta memberikan kesempatan kepada kapal 

asing untuk menggunakan hak lintas kepulauan pada jalur laut yang melalui 

perairan kepulauan Indonesia. Dalam ALKI kapal atau pesawat udara tidak dapat 

berlayar atau terbang lebih dari 25 mil laut dari kedua sisi garis sumbu, selain itu 

kapal dan pesawat udara asing  tidak dapat terbang atau berlayar lebih dekat ke 

pantai dalam 10% jarak antara titik terdekat di pulau-pulau yang berbatasan dengan 

alur laut kepulauan29. 

ALKI sendiri memiliki potensi yang sangat mumpuni, ALKI merupakan 

jalur pelayaran internasional yang menjadi salah tiga jalur perdagangan 

internasional utama di Asia Tenggara dan dunia. ALKI bertanggungjawab hampir 

setengah dari perdagangan barang dan cadangan minyak dunia melalui jalur laut30. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menyebutkan 

jika dari 80 negara berkembang Indonesia menempati peringkat ke 8 dalam hal 

bongkar muat. Indonesia memiliki kapasitas bongkar muat 11.900.763 ton 

container di tahun 2014 yang menyumbang 200 triliun rupiah pertahun bagi PDB 

 

29 Luh Putu Sudilli, Penetapan Alur-Alur Laut Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 

1982, Hukum dan Pembangunan Nomor 3 (2002) 

30 Jacqueline Ho, Securing the Seas as a Medium of Transportation in SSoutheast Asia, 

(Kuala Lumpur: Maritim Intitute of Malaysia, 2007) 
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Indonesia31. Hal ini membuat Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi titik 

persinggahan perdangangan pelayaran internasional.  

Selain memiliki potensi yang sangat menjanjikan, ALKI juga menampung 

banyak kepentingan di dalamnya, baik kepentingan Indonesia maupun negara 

pengguna ALKI. Kepentingan-kepentingan tersebut di dasarkan pada keamanan, 

keselamatan serta fluensi jalur pelayaran. Komunitas internasional memiliki 

kepentingan mendasar terhdap dua Samudra, Samudera hindia dan Samudra pasifik 

yang menghubunakan dua benua, sehingga secara tidak langsung, perairan negara-

negara di sekeliling dua Samudra tersebut menjadi kawasan yang potensial. Salah 

satunya ialah perairan Indonesia yang menjadi objek vital bagi perdagangan dan 

pelayaran internasional.  

Manfaat dari penetapan ALKI lainnya yakni, dengan menetapkan Alur laut, 

Indonesia semakin mudah untuk melakukan pengawasan serta control terhadap 

kapal serta pesawat asing yang melintasi wilayah Indonesia mengingat 

kestrategisan kawasan perairan Asia Tenggara yang ramai dilalui oleh kapal-kapal 

asing untuk melakukan transit. Selain itu, penetapan alur laut ini juga memberikan 

kontribusi positif terhadap pengembangan industry dan jasa maritim di sepanjang 

ALKI32. Selain itu, penetapan ALKI juga membawa manfaat lainnya yakni 

Indonesia menjadi bagian penghubung penting dari Eurasian Blue Belt, Indonesia 

mengambil peranan sangat besar dalam Global Logistic Support System dan 

 

31 UNCTAD, Review of Maritime Transport, (UNCTAD, New York, 2015) 

32 Siti Merida Hutagalung, Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki): Manfaatnya 

Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia, Jurnal Asia Pacific 

Studies 502 Volume 1 Number 1 (January - June 2017) 
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khususnya terkait dengan SLOCS (Sea Lanes of Communication) dan COWOC 

(Consolidated Ocean Web of Communication), Wilayah lautan dan ALKI Indonesia 

menjadi penghubung penting dalam HASA (Highly Accesed Sea Areas) dimana 

ketiga lautan yaitu India, Southeast dan South Pacific bertemu didalamnya, Terkait 

dengan World Shipping yang melintasi ALKI dengan muatan Dry Cargo maupun 

Liquid Cargo33. 

Namun ibarat sisi mata koin, potensi keuntungan yang di suguhkan oleh 

ALKI beriringan dengan potensi ancaman keamanan maritim yang di bawanya. Hal 

ini umum terjadi bagi negara yang wilayahnya sebagian besar berupa lautan seperti 

Indonesia, keamanan maritim merupakan masalah penting yang harus diperhatikan 

mengingat Indonesia memiliki nilai maritim yang besar. International Maritime 

Organization (IMO) telah mengakui tiga jalur ALKI sebagai jalur pelayaran 

internasional yang “halal” dilewati kapal asing. Lebih lanjut, Indonesia wajib 

memiliki komitmen untuk mempertahankan wilayah maritimnya dari segala 

ancaman maritime, mengingat keamanan maritim di perairan Indonesia merupakan 

katalisator stabilitas maritim di Asia Tenggara34.. Timbulnya ancaman keamanan 

maritim diawali dengan pemahaman akan fungsi dan nilai strategis kawasan 

perairan bagi kepentingan Negara-negara di dunia. 

 

 
33 Richard M. Waas, Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) Menurut 

Konsepsi Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Jurnal Sasi Vol. 22 No.1 Bulan 

Januari-Juni 2016 

34 Suwarto, Bambang. “Kolaborasi Keamanan Maritim Dalam Menjaga Stabilitas 

Nasional”, Jurnal Pertahanan, (Desember 2013) 
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B. Perampokan bersenjata sebagai kejahatan transnasional yang terjadi 

dikawasan ALKI 

Kestrategisan posisi Indonesia baik secara geografis dan geopolitik 

membawa kosekuensi terhadap keamanan Indonesia khususnya pada matra laut. 

Posisi Indonesia berada pada zona potensi konflik di masa depan dan dapat 

mendestabilisasi keamanan maritim Indonesia. Menurut buku putih pertahanan 

Indonesia, ancaman pada era sekarang dan masa depan dapat dibagi menjadi 3 jenis 

yakni ancaman militer atau ancaman tradisional, ancaman nonmiliter atau ancaman 

nontradisional, dan ancaman hibrida35.. Dewasa ini ancaman terhadap keamanan 

maritim bergeser pada ancaman keamanan non-tradisional yang melibatkan actor 

non-Negara, seperti pembajakan dan perampokan bersenjata36. 

Sedangkan disisi lain, United Nations, Ocean and Law of the Sea. Report of 

the Secretary General, UN General Assembly Document A/63 mengidentifikasikan 

ancaman-ancaman keamanan maritim yang lazim dimasukkan untuk 

mendefinisikan keamanan maritime. Diantaranya; (1) Pembajakan dan Perampokan 

Bersenjata; (2) Terorisme Maritim; (3) Perdagangan Gelap Senjata dan Senjata 

Pemusnah Masal; (4) Penyelundupan Narkotika; (5) Perdagangan Manusia Jalur 

Laut; (6) Penangkapan Ikan Ilegal; (7) Kerusakan yang disengaja dan melanggar 

hukum terhadap lingkungan laut37. Apabila keamanan maritim didefinisikan 

 

35 Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, 

Jakarta: Kementrian Pertahanan, (2015) 

36 Muhammad Edrian Op Cit,. 

37 United Nations, “Ocean and Law of the Sea. Report of the Secretary General, UN 

General Assembly Document A/63,” New York: United Nations, (2008) 
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sebagai status wilayah maritim yang tidak terancam, maka penting dan perlu untuk 

mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan maritim di Indonesia.  

 Salah satu ancaman yang rawan terjadi di wilayah ALKI dan berpotensi 

menganggu keamanan maritime Indonesia yakni perampokan bersejata di laut. 

Menurut Resolusi Majelis Organisasi Maritim Internasional (IMO) A.1025 (26), 

definisi Perampokan bersenjata terhadap kapal sebagai: 

“Perampokan bersenjata terhadap kapal berarti salah satu tindakan berikut: 

a) tindakan kekerasan atau penahanan ilegal, atau tindakan perusakan, atau 

ancaman apa pun, selain tindakan "pembajakan", yang dilakukan untuk 

tujuan pribadi dan ditujukan terhadap kapal, atau terhadap orang atau 

properti di atas kapal tersebut, di dalam perairan pedalaman suatu Negara, 

perairan kepulauan, dan laut teritorial; 

b)  tindakan apa pun yang menghasut atau dengan sengaja memfasilitasi 

tindakan yang dijelaskan di atas38.” 

Menurut The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada 

Combating Transnational Organized Crime Committed at Sea Issue Paper 

pembajakan dan perampokan bersenjata di laut merupakan kejahatan 

transnasional39. Menurut Bassiouni, kejahatan transnasional merupakan kejahatan 

yg memiliki pengaruh lebih dari satu negara, kejahatan transnasinal melibatkan atau 

memberikan pengaruh kepada warga negara lebih dari satu negara, serta sarana 

prasaarana ataupun metode yg digunakan melampaui batas-batas teritorial suatu 

 

38 International Maritime Organization,  Resolution A.1025 (26),  imo.org, diakses pada 24 

Desember 2021, 

https://www.imo.org/en/OurWork/Security/Pages/PiracyArmedRobberydefault.aspx 

39 The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Combating Transnational 

Organized Crime Committed at Sea Issue Paper diakses pada 14 januari 2020, 

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/GPTOC/Issue_Paper_-_TOC_at_Sea.pdf  

https://www.imo.org/sites/imocloud-Dev/en/OurWork/Security/Guidance/Documents/A.1025.pdf
https://www.imo.org/en/OurWork/Security/Pages/PiracyArmedRobberydefault.aspx
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/GPTOC/Issue_Paper_-_TOC_at_Sea.pdf
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negara40. Tindak kejahatan dapat dikagerorikan sebagai kejahatn transnasional 

apbila: 1) melintasi batas negara; 2) pelaku lebih dari satu (dapat nation-state actor, 

individu, ataupun lainnya), 3) memberikan efek terhadap negara ataupun aktor 

internasional (misalnya kelompok atau individu) di negara lain, 4) melanggar 

hukum di lebih dari satu negara. Dengan demikian, istilah kejahatan transnasional 

sebenarnya dimaksudkan untuk menunjukkan adanya suatu kejahatan nasional 

(dalam suatu wilayah territorial negara), namun dalam beberapa aspek berkaitan 

dengan kepentingan negara lain. Sehingga terlihat ada lebih dari satu negara yang 

memiliki kepentingan dan atau berkaitan dengan kejahatan tersebut. Dalam 

aktualisasinya, banyak factor yang  menyebabkan keterkaitan kepentingan lebih 

dari satu negara dalam suatu tindak kejahatan, Sebagai contoh, kejahatan yang 

dilakukan di suatu negara menimbulkan korban tidak hanya di dalam batas wilayah 

negara yang bersangkutan, namun juga negara lainnya41. 

Kejahatan transnasional sebenarnya adalah kejahatan yang terorganisir dan 

terencana dengan baik yang terjadi antar lintas negara. Actor dari kejahatan 

transnasional bukan hanya ‘nation-state’  melainkan juga individu ataupun 

kelompok.  Dalam melakukan aksinya, mereka tidak hanya berperan sebagai aktor, 

tetapi juga sebagai pemberi dana dan ide untuk memulai aksi. Latar belakang 

kejahatan transnasional cukup luas, meliputi ranah ekonomi, politik, agama,  sosial, 

 

40 M Cheriff Bassiouni, International Criminal Law, Vol. I: Crimes, (New York: 

Transnational Publishers, 1986). 

41 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Akhir Kompendium Hukum tentang 

Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum, bphn.go.id, diakses pada 27 Januari 2022, 

https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd_-_2012_3.pdf  

https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd_-_2012_3.pdf
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budaya,  dll42. Namun terdapat juga kejahatan transnasional yang tidak berkaitan 

dengan latar belakang tersebut. 

Asia tenggara merupakan kawasan rawan akan tindak kejahatan 

pembajakan dan perampokan terutama di kawasan-kawasan jalur utama pendukung 

perdagangan internasional (Sea Lanes of trade/SLOT). Para pelaku tindak kejahatan 

pembajakan dan perampokan bersenjata tidak hanya menyerang kapal dagang besar 

namun juga kapal layar pribadi dan kapal ikan. Perampokan Bersenjata yang terjadi  

di wilayah perairan yuridiksi Indonesia menimbulkan keresahan bagi actor 

pelayaran dan perdaganagan internasional serta menimbulkan ketidakamanan bagi 

pelaku industry maritime.    

 Indonesia yang memiliki sebagaian besar perairan di Asia Tenggara 

sehingga ancaman perampokan bersenjata menjadi isu yang tidak asing. Menurut 

data ICC International Maritim Bureau Piracy an Armed Robbery Againts Ships 

tahun 2012-2020 setidaknya terjadi 574 kasus perampokan  bersenjata dalam kurun 

waktu 9 tahun dari tahun 2012-2020  yang terjadi di Indonesia43. 

 

 

42 Martin, J. M. and Romano, A. T., Multinational Crime-Terrorism, Espionage, Drug & 

Arms Trafficking (SAGE Publications, 1992). 

43 ICC International Maritim Bureau, Piracy an Armed Robbery Againts Ships, (United 

Kingdom: ICC International Maritim Bureau, 2016-2020) 
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Gambar 4.2 - Jumlah kasus Perampokan Bersenjata di Asia Tenggara 

 

Gambar 4.3 - Jumlah kasus Perampokan Bersenjata di Asia Tenggara 

 Dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, insiden perampokan bersenjata paling 

banyak terjadi pada tahun 2015 mencapai 108 insiden, akan tetapi dalam penelitian 

ini, peneliti hanya mengambil sampel selama 4 tahun terakhir, khususnya dari 2017 

hingga 2020. Apabila dilihat dari data tersebut pada kurun waktu 4 tahun dari tahun 

2017-2020 terdapat setidaknya 130 insiden perampokan bersenjata yang terjadi di 

kawasan perairan dan yuridiksi Indonesia dan 110 insiden diantaranya terjadi di 

kawasan ALKI.  

Dari data yang di paparkan oleh ICC International Maritim Bureau, Piracy 

an Armed Robbery Againts Ships tahun 2017-2020, kawasan ALKI I menyumbang 

Sebagian besar kasus perampokan bersenjata di Indonesia44.. Menurut data yang di 

paparkan oleh ICC International Maritime Bureau, Piracy an Armed Robbery 

Againts Ships tahun 2017-2020, ALKI I menyumbang Sebagian besar dari insiden 

Perampokan Bersenjata di kawasan ALKI. Dari data tersebut menunjukan apabila 

 

44 ICC International Maritim Bureau Op Cit,. 
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70% dari insiden yang di laporkan terjadi di kawasan ALKI I. hal tersebut akan di 

paparkan lebih lanjut pada diagram doughnut di bawah ini  

 

Gambar 4.4  – Perbandingan data lokasi45 

Salah satu kawasan yang dianggap paling berbahaya di ALKI I adalah perairan di 

lingkup kawasan Selat Malaka. Selat Malaka merupakan salah satu perairan paling 

rawan akan Kejahatan Perampokan di Asia Tenggara. Selat Malaka dimasukan ke 

dalam daftar kawasan yang beresiko tinggi untuk kapal niaga serta rentan terhadap 

potensi konflik tradisional, penyerangan terorisme, dan ancaman maritim lainnya 

oleh Loyd’s Market Association Joint War Committee46.   

Selain kawasan ALKI I,  ALKI II dan ALKI III juga tidak luput dari 

ancaman tindak kejahatan perampokan bersenjata. Dari data yang telah dipaparkan 

peneliti pada diagram doughnut di atas, ALKI II menyumbang sekitar 27% dari 

 

45 ICC International Maritim Bureau Op Cit,. 

46 J. Ashley Roach,, “Enhancing Maritim Security in the Strait of Malacca and Singapore”, 

Journal of International Affairs, Vol. 49, No. 1, (2005) 
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keseluruhan insiden perampokan bersenjata di Kawasan ALKI. Selain itu kawasan 

ALKI II juga merupakan kawasan yang berbahaya karena Laut Sulawesi berbatasan 

langsung dengan Laut Sulu Filipina. Laut Sulawesi yang meliputi perairan 

Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan di sekitar sabah Malaysia dan 

Laut Sulu Filipina, kawasan ini merupakan kawasan yang rawan akan isu maritim 

seperti pembajakan dan perampokan bersenjata47. Ancaman perampokan mulai 

bergeser dari selat malaka ke Laut Sulawesi. Banyak serangan yang dilakukan para 

perampok terhadap kapal-kapala niaga. Menurut data ReCAAP Piracy and Armed 

Robbery Againts Ship in Asia Annual Report tahun 2019, pada tahun 2017-2019 

terdapat beberapa kali insiden pembajakan dan perampokan bersenjata yang terjadi 

di laut sulu-sulawesi. 

 

 

47 BBC, “Laut Sulu merupakan perairan 'paling berbahaya' di dunia”, bbc.com, diakses 

pada 09 November 2020, https://www.bbc.com/Indonesia/dunia-39451746 

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39451746
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Gambar 4.5 - Kasus di Laut Sulu-Sulawesi48 

Disisi lain kawasan ALKI III yang terletak di bagian timur Indonesia juga 

menyumbang beberapa kasus insiden perampokan bersenjata. Walaupun tidak 

seramai jalur ALKI I dan ALKI II, namun kawasan ALKI III juga tidak luput dari 

ancaman perampokan berseanjata di lingkup maritim, terdapat beberapa contoh 

kasus perompakan bersenjata di kawasan ALKI III diantaranya, pada 17 agustus 

2019, Kapal Nelayan, KM Mina Sejati di rampok oleh 3 orang perampok bersenjata 

yang merupakan ABK di kawasan Laut Dobo Maluku. 2 orang diketahui meninggal 

dunia, sedangkan 7 diantaranya diselamatkan oleh kapal-kapal nelayan disekitar 

lokasi kejadian setelah nekat melompat ke air untuk menyelematkan diri49. Di lain 

kasus, pada tanggal 26 November 2020, Kapal TB MS Papua 1 yang memuat 

sembako dan bahan bangunan di rampok di perairan selat Sele Sorong Papua Barat. 

7 ABK dilaporkan selamat namun 1 ABK dilaporkan tewas setelah melompat ke 

air untuk menyelamatkan diri. Jenazah korban ditemukan setelah 3 hari 

pencarian50.. Hal ini menunjukan apabila kawasan di sekitar ALKI dihantui oleh isu 

perampokan bersenjata yang kerap terjadi di kawasan tersebut.  

 

48 ReCAAP Piracy and Armed Robbery Againts Ship in Asia Annual Report 2019 

49 Abdul Karim, “KM Mina Sejati Dibajak Perompak di Laut Dobo Maluku”, liputan6.com, 

diakses pada 25 Desember 2021, https://www.liputan6.com/regional/read/4040733/km-mina-sejati-

dibajak-perompak-di-laut-dobo-maluku 

50 Kompas, “Perompak Kapal Beraksi di Perairan Sorong, Satu ABK Hilang Loncat ke 

Laut”, Kompas.com, diakses pada 25 Desember 2021, 

https://regional.kompas.com/read/2020/11/27/22352671/perompak-kapal-beraksi-di-perairan-

sorong-satu-abk-hilang-loncat-ke-laut 

https://www.liputan6.com/me/abdul_karim
https://www.liputan6.com/regional/read/4040733/km-mina-sejati-dibajak-perompak-di-laut-dobo-maluku
https://www.liputan6.com/regional/read/4040733/km-mina-sejati-dibajak-perompak-di-laut-dobo-maluku
https://regional.kompas.com/read/2020/11/27/22352671/perompak-kapal-beraksi-di-perairan-sorong-satu-abk-hilang-loncat-ke-laut
https://regional.kompas.com/read/2020/11/27/22352671/perompak-kapal-beraksi-di-perairan-sorong-satu-abk-hilang-loncat-ke-laut
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Lebih lanjut, peneliti melakukan pengolahan data dari data yang telah di 

paparkan untuk mendapatkan hasil yang lebih detail mengenai tipe kapal yang telah 

dirampok. Dari 110 insiden perampokan bersenjata yang terjadi di kawasan ALKI 

dalam kurun waktu 2017 hingga 2020, tipe kapal Bulk Carrier menempati peringkat 

pertama sebagai kapal yang paling sering di rampok yang kemudian disusul oleh 

tipe kapal product Tanker dan Tanker. Data tersebut dituangkan peneliti dalam 

diagram dibawah ini. 

 

Gambar 4.6 – Diagram Tipe Kapal 
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Gambar 4.7 – Product Tanker Gambar 4.8 – Bulk Carrier 

 Bulk Carrier adalah jenis kapal yang mengangkut kargo dalam jumlah 

besar. Kargo yang diangkut di kapal tersebut adalah kargo lepas yaitu tanpa 

kemasan khusus untuk itu dan umumnya berisi barang-barang seperti biji-bijian 

makanan, bijih dan batu bara dan bahkan semen51. Sedangkan Product Tanker 

adalah kapal tanker minyak yang bergerak di bidang perdagangan minyak selain 

minyak mentah. Kapal tanker produk bersih membawa produk minyak ringan, 

kapal tanker produk kotor membawa produk minyak berat52. Kedua jenis kapal 

tersebut merupakan kapal-kapal yang paling banyak digunakan dalam perdagangan 

internasional. Selain tipe kapal, peneliti juga mendapatkan hasil data berupa asal 

negara kapal yang telah dibajak yang lebih lanjut akan di jabarkan dalam diagram 

di bawah. 

 

51 MI News Network, “What are Bulk Carrier Ships?”, marineinsight.com, diakses pada 

24 Desember 2021, https://www.marineinsight.com/types-of-ships/what-are-bulk-carrier-ships/ 

52 Wartsila, “ Tankers”, wartsila.com, diakses pada 24 Desember 2021, 

https://www.wartsila.com/encyclopedia/term/tankers 

https://www.marineinsight.com/author/marine-insight-news-network/
https://www.marineinsight.com/types-of-ships/what-are-bulk-carrier-ships/
https://www.wartsila.com/encyclopedia/term/tankers
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Gambar 4.9 – Diagram negara asal kapal 

 Dari data tersebut dapat diketahui apabila Singapura menempati urutan 

pertama yang kemudian di susul oleh Marshal Island, Panama, dan Liberia. Apanila 

melihat data negara asal kapal korban perampokan bersenjata, hal tersebut 

menunjukan apabila perampokan bersenjata yang terjadi di Kawasan ALKI tersebut 

dapat di kategorikan sebagai kejahatan transnasional karena melibatkan actor 

individu ataupun kelompok lebih dari satu negara,  sehingga insiden tersebut tentu 

akan mempengaruhi hubungan antara negara-negara bendera kapal dengan 
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Indonesia serta merusak citra Indonesia di mata internasional terutama para pelaku 

maritim global.  

 Permasalahan keamanan akan tindak kejahatan perampokan bersenjata 

perlu mendapat perhatian. Apabila ancaman tindak kejahatan perampokan 

bersenjata di kawasan perairan Indonesia terutama ALKI tidak segera diatasi, maka 

akan menjadi persoalanan serius yang akan menghambat dan menganggu alur 

pelayaran dan perdagangan internasional lebih lanjut dapat menganggu hubungan 

Indonesia dengan negara asal kapal serta dapat mencoreng citra Indonesia dalam 

ranah hubungan internasional. Tindak kejahatan Perampokan Bersenjata di 

kawasan perairan Indonesia terutama ALKI membawa banyak kerugian baik untuk 

Indonesia maupun para pengguna lautan. Kerugian tersebut meliputi kerugian di 

bidang ekonomi, dibidang politik, serta kerugian secara global 

a. Bidang Ekonomi, 

Isu ini memperbesar biaya pengeluaran bagi perusahaan yang bergerak pada jasa 

pelayaran, misalnya biaya untuk bahan bakar, karena kapal harus berlayar menjauh 

dari area Redzone dan terus berlayar dengan kecepatan maksimal untuk mengindari 

para perampok; Kerugian nilai kargo dan barang pribadi awak kapal yang 

dirompak; Kenaikan Biaya asuransi; biaya untuk menyewa Private Security untuk 

mengamankan kapal dari para perampok 53. Isu ini juga berdampak serius terhadap 

pembangunan ekonomi maritime Indonesia terutama dalam sector industry dan jasa 

maritime dibidang transportasi laut serta bidang perikanan dan wisata bahari. Selain 

 

53 Supriyono, “Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Perampokan 

Sebagai Ancaman Maritim di Wilayah Perairan Republik Indonesia”, Jurnal Prodi Strategi 

Pertahanan Laut | Volume 5 Nomor 2, (2019) 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58 
 

bagi perusahaan pelayaran dan negara, isu ini juga berdampak pada keselamatan 

dan perekonomian masyarakat pesisir yang mengantungkan hidupnya pada lautan. 

Dengan adanya perampok, nelayan menjadi takut dan ragu untuk melaut karena 

para perampok sering mengambil secara paksa hasil jerih payah nelayan yang tentu 

hal tersebut merugikan perekonomian dan kesejahteraan nelayan54. 

b. Bidang Keamanan 

Isu ini dapat mendestabilisasi keamanan maritm Indonesia, meningkatkan biaya 

tambahan untuk patroli keamanan serta mengancam keamanan dan keselamatan 

masyarakat pesisir Indonesia yang mengunakan lautuan sebagai tumpuan hidup. 

Dari sisi penguna lautan, isu ini dapat mengancam keselamatan awak kapal serta 

keamanan kapal.  

c. Bidang Politik 

Isu ini menurunkan kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional serta 

mengurangi kepercayaan negara-negara yang menggunakan perairan Indonesia 

(user states) kepada Indonesia (littoral states) sebagai negara asal perampok 

sehingga akan menurunkan cintra indonesia55. 

d. Dampak global 

Isu kejahatan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata akan mengancam keamanan 

regional serta menghambat perdagangan dan pasokan energy ke  negara-negara 

 

54 Redaksi,  “Perampokan Merajalela Nelayan Menderita Kerugian Miliaran Rupiah”, 

Binadesa.org, diakses pada 14 April 2021, https://binadesa.org/perampokan-merajalela-nelayan-

menderita-kerugian-miliaran-rupiah/ 

55 Iffah Permata Sari,”Dinamika Kerjasama Littoral States dan User States dalam 

Penanganan Kasus Perampokan Kapal: Studi Kasus Selat Malaka dan Selat Singapura (2010-

2014)”, Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 1, (2017) 

https://binadesa.org/perompakan-merajalela-nelayan-menderita-kerugian-miliaran-rupiah/
https://binadesa.org/perompakan-merajalela-nelayan-menderita-kerugian-miliaran-rupiah/
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pengguna (user States) dan apabila arus distribusi barang terganggu temtu akan 

melumpuhkan perdagangan global56. 

 Ancaman Keamanan Perampokan Bersenjata bukanlah isu yang dapat di 

pandang sebelah mata baik oleh negara, pelaku industry maritime, maupun 

masyarakat pesisir. Perampokan bersenjata yang terjadi di wilayah Indonesia 

memberikan pengaruh serta berkaitan dengan kepentingan lebih dari satu negara 

merdeka dan berdaulat, sehingga sifat dari kejahatan perampokan bersenjata 

tersebut dapat dikatakan masuk dalam kategori kejahatan transnasional. Oleh 

karenanya dibutuhkan suatu penegakan hukum dan implementasi upaya 

penanganan tindak kejahatan Perampokan Bersenjata guna menjaga stabilitas 

keamanan maritim di kawasan perairan Indonesia khususnya di kawasan ALKI. 

Salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan maritim 

Indonesia serta menegakan hukum di kawasan perairan Indonesia yakni Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia yang berperan sebagai Indonesian Coast 

Guard. 

 

 

56 Sabella Ardimasari Aldebaran, Upaya Littoral States (Indonesia, Malaysia dan 

Singapura) dengan User States Dalam Memberantas Kejahatan Armed Robbery (Perampokan 

Bersenjata) di Selat Malaka Tahun 2008-2013, Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 

2, (2016) 
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C. Penegakan Hukum di kawasan ALKI dan Peran Badan Keamanan 

Laut Republik Indonesia 

1. Penegakan Hukum di kawasan ALKI dan Hukum Perampokan 

Bersenjata di Indonesia 

 Indonesia memiliki  kewajiban untuk menyediakan rute yang digunakan 

untuk pelayaran internasional, dimana kapal asing bebas masuk dan melintasi jalur 

tersebut dengan mematuhi ketentuan yang berlaku57. Oleh karenanya Indonesia 

membentuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Status perairan yang di lalui 

oleh alur laut kepulauan tidak akan terpengaruhi oleh Penetapan alur laut di suatu 

negara kepulauan. Wilayah perairan tersebut tidak akan menjadi wilayah yang 

merdeka dari kedaulatan negara kepulauan yang melingkupinya, oleh karenanya, 

penetapan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah wilayah kedaulatan 

Indonesia atas laut teritorialnya. Alur laut kepulauan tersebut hanyalah suatu garis 

sumbu yang menjadi pedoman kapal atau pesawat udara asing untuk berlayar atau 

terbang menggunakan hak lintas alur laut kepulauan58.  

 

57 Arie Afriansyah, “Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut”, Jurnal 

Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.4, (Oktober-Desember 2015) 

58 Arie Afriansyah Op Cit,. 
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Gambar 4.10 - Kedaulatan Wilayah Indonesia 

 Walaupun ALKI merupakan Alur laut yang bebas dilintasi oleh kapal dan 

pesawat asing, namun bukan berarti ALKI bebas dari kedaulatan dan Hukum 

Indonesia. ALKI tetap dalam kedaulatan Indonesia sehingga penegakan hukum di 

kawasan tersebut mengikuti hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan 

proses untuk mewujudkan kehendak hukum, kehendak hukum yang dimaksud 

merupakan pikiran badan Legislatif  yang tertanam dalam sebuah peraturan 

hukum59. Penegakan hukum di jalankan untuk menjaga, mengawal dan 

menegakkan hukum di wilayah kedaulatan Indonesi60.  

 Yuridiksi dalam penegakan keaulatan, keselamatan dan keamanan di 

kawasan ALKI baik bagi kapal local maupun kapal asing dilaksanakan 

sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta hukum 

internasional. Salah satu peran dari penegak hukum yakni pengaktualisasian secara 

kongkret sehingga peraturan yang tertuang dalam hukum dapat terwujud dalam 

 

59 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Sinar Baru, Bandung, 1983) 

60 Sadjijono, “Polri dalam Perkembangan Hukum di Indonesia”, (Yogyakarta: LaksBang 

PRESSindo, 2008) 
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norma social masyarakat. Terdapat beberapa cara untuk penegakan hukum salah 

dua diantaranya yakni melakukan patrol laut serta dengan penerapan sanksi pidana. 

Penanganan tindak kejahatan merupakan bagian dari Law Enforcement dan upaya 

mengatasi berbagai permasalahan sosial yang timbul dalam kehidupan sosial 

masyaraka. Salah satu kejahatan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum 

di lautan yakni tindak kejahatan perampokan bersenjata.  

 Jika di lihat dari terminologi hukum, Pembajakan dan perampokan 

bersenjata juga diatur dalam Hukum positif internasional dan nasional, umumnya 

presepsi masyarakat mengidentikan tindak kekerasan di laut dengan istilah 

pembajakan namun faktanya beberapa dari kasus tersebut merupakan tindak 

kejahatan perampokan bersenjata. Pada sub bab ini peneliti akan menjabarkan 

perbedaan antara pembajakan dan perampokan bersenjata dalam pandangan 

hukum. Keduanya memiliki makna yang seiras namun sebenarnya memiliki 

perbedaan pada Locus delicti tindak kejahatan. Pasal 101 Konvensi Hukum Lauit 

1982 menjelaskan Pembajakan memiliki Locus delicti dilaut lepas atau wilayah 

perairan diluar yuridiksi Negara manapun sedangkan perampokan bersenjata terjadi 

di dalam wilayah yuridiksi suatu negara61. Pembajakan dilaut lepas memiliki 

dimensi internasional yang telah lama diatur oleh hukum kebiasaan internasional 

karena dianggap menganggu kegiatan perdagangan serta pelayaran internasional. 

 Sedikit berbeda dengan tindak kejahatan Pembajakan yang berdimensi 

internasional, Perampokan bersenjata memiliki dimensi nasional karena Locus 

 

61 Konvensi Hukum Laut Pasal 101 
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Delicti nya terledak didalam yuridiksi suatu negara62 yang umumnya bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan hisup sehari-hari. Karena Locus Delicti nya terledak 

didalam yuridiksi suatu negara maka hukum perampokan bersenjata mengikutii 

hukum negara tersebut. Di Indonesia perampokan bersenjata di atur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  pasal 339, 440, dan 441. KUHP pasal 

339 berbunyi sebagai berikut63: 

1) “Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana penjara 

paling lama lima belas tahun, barangsiapa dengan memakai kapal 

melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang 

atau barang yang ada di atasnya, di perairan Indonesia. 

2) yang dimaksud dengan wilayah laut Indonesia adalah wilayah seperti yang 

dimaksud dalam "Territriale zee en maritieme kringen Ordonantie, S. 1939-

442"”. 

KUHP Pasal 440 berbunyi sebagai berikut 64 

“Diancam karena melakukan pembajakan di pantai dengan pidana penjara 

paling lama lima belas tahun, barangsiapa yang di darat, di perairan sekitar 

pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang 

atau barang yang ada di situ, setelah terlebih dahulu menyeberangi lautan 

seluruhnya atau sebagiannya untuk tujuan tersebut” 

 

62 International Maritime Organization Resolution Op Cit,. 

63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 339 

64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 340 
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KUHP pasal 441 berbunyi sebagai berikut65 

“Diancam karena melakukan pembajakan di sungai dengan pidana penjara 

paling lama lima belas tahun, barangsiapa dengan memakai kapal 

melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap 

orang atau barang yang ada di atasnya, setelah ia datang ke tempat itu untuk 

tujuan tersebut dengan kapal dari tempat lain”. 

  Tindak kejahatan di laut baik berupa pembajakan maupun 

perampokan merupakan hal yang tidak asing bagi negara kepulauan seperti 

Indonesia, pembajakan dan perampokan adalah bagian dari dinamika kehidupan di 

laut yang memerlukan perhatian serius 

2. Peran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Penegakan 

Hukum di kawasan ALKI 

Perkembangan global saat ini memandang penting jalur perdagangan 

maritim internasional sehingga isu keamanan maritime pelu mendapat perhatian 

khusus bagi Indonesia. Sebagai Negara kepulauan yang memiliki alur laut 

kepulauan yang menjadi jalur pelayaran internasional, Indonesia memiliki tangung 

jawab untuk mengatasi ancaman keamanan yang berasal dari sector maritim. Untuk 

menjamin keamanan maritim, negara membutuhkan kemampuan dan kekuatan 

untuk menahan segala bentuk ancaman yang menghambat stabilitas maritim. Hal 

ini dapat dimulai dengan pemahaman yang baik tentang laut dan pengembangan 

 

65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 341 
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pedoman keselamatan maritim internasional66. Penguatan keamanan maritime 

Indonesia dapat diwujudkan melalui kehadiran unsur keamanan dan pertahanan 

negara diwilayah perairan Indonesia. Hal ini juga bertujuan unuk menumbuhkan 

saling percaya dan penggentar potensi ancaman keamanan maritime.  

Keamanan maritime yang mumpuni dapat meminimalisir resiko dan 

permasalahan maritime sekaligus melindungi rakyat dan kepentingan nasional dari 

segala potensi keamanan maritim. Kemampuan suatu negara dalam menjamin 

ekonomi dan keamanannya merupakan parameter kunci keberhasilan suatu negara 

dalam menerapkan tata kelola maritim yang baik67. Wilayah maritim merupakan 

arteri utama dari pertalian ekonomi dan keamanan internasional, oleh karena itu isu 

keamanan maritim menjadi masalah pentingbagi negara-negara di dunia, 

khususnya negara-negara yang memiliki banyak wilayah maritim, seperti 

Indonesia.  Stabilitas maritim sangat penting untuk menjaga kepentingan bisnis dan 

pertumbuhan ekonomi serta sebagai sumber keamanan Negara. 

Dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di wilayahnya, Indonesia 

memiliki beberapa patroli maritim dari 13 kementerian/bagian yang bertindak 

sebagai lembaga penegak hukum di laut 68. Hal ini acapkali mengakibatkan 

timbulnya tumpang tindih wewenang serta konflik antar Lembaga/instansi yang 

memiliki otoritas dalam keamanan maritim. Hal dilatar belakangi beberapa hal, 

 

66 Muhammad Edrian, “Melihat Keamanan Maritim Indonesia Dari Ide Poros Maritim”, 

Jurnal Defendonesia Vol. 2  No. 2 , (juni 2017) 

67 Najeri Al Syahrin, “Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi 

dan Keamanan Laut Indonesia”, Indonesian Perspective, Vol. 3, No. 1 ( Januari-Juni 2018) 1-17 M. 

68 Gentur Wasisto, Kewenangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di laut Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang 

Kelautan, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2015) 
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mulai dari perbedaan strategi dan kebijakan, infrastruktur, sumber daya manusia, 

dan tidak ada system yang terintegrasi sehingga menyebabkan terjadinya ego 

sektoral dari intansi masing-masing69.  

Pembagian instansi yang berwenang pada zona wilayah garis pantai terluar 

hingga 12 mil yakni Badan Keamanan Laut Republik Indonesia bertugas 

menangani keamanan dan keselamatan laut, TNI Angkatan Laut untuk pertahanan 

maritim, KKP dan Polisi Air untuk penangkapan ikan ilegal, Bea Cukai untuk 

pelanggaran kepabeanan,dan KPLP di khususkan untuk keselamatan laut. Zona 

tambahan hingga 24 mil yakni antara lain TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan 

Laut Republik Indonesia dan KKP bertugas untuk penanganan untuk pelanggaran 

perikanan. ZEE/Landas Kontinent yakni TNI Angkatan Laut bertugas pada aspek 

Pertahanan di Laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada aspek 

Keselamatan dan keamanan Laut dan KKP bertugas pada aspek Pelanggaran 

perikanan70. Berikut table kondisi tata kelola kelautan di ranah keamanan 

maritim71 

 

69 Alfin Ramadhan, Tinjuan Yuridis Peran Badan Keamanan Laut (Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia) dalam Menjaga Keamanan Laut Republik Indonesia Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas 

Sebelas Maret, (2020) 

70 Agus Haryanto Ikhsanudin, “Sinergi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dengan 

TNI AL Guna Penangulanggan Tindak Pidana di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum”, Jurnal 

Prodi Strategi Pertahanan Laut Volume 3 Nomor. 3, (2017) 

71 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Paparan Webinar “Penguatan Sistem 

Kemanan Laut di Indonesia dan Peran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia” KKP.go.id, 

tersedia di  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kkp.go.id/an-

component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-

2/kamla/3.%2520KaBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA%2520-

%2520Paparan%2520Webinar%2520Marsec-.pdf&ved=2ahUKEwiU99LLk-

nwAhUdIbcAHRVBAO0QFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw19FJxQPLZwha3-F0zUbpBW , 15 

April 2021 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/kamla/3.%2520Kabakamla%2520-%2520Paparan%2520Webinar%2520Marsec-.pdf&ved=2ahUKEwiU99LLk-nwAhUdIbcAHRVBAO0QFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw19FJxQPLZwha3-F0zUbpBW
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/kamla/3.%2520Kabakamla%2520-%2520Paparan%2520Webinar%2520Marsec-.pdf&ved=2ahUKEwiU99LLk-nwAhUdIbcAHRVBAO0QFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw19FJxQPLZwha3-F0zUbpBW
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/kamla/3.%2520Kabakamla%2520-%2520Paparan%2520Webinar%2520Marsec-.pdf&ved=2ahUKEwiU99LLk-nwAhUdIbcAHRVBAO0QFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw19FJxQPLZwha3-F0zUbpBW
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/kamla/3.%2520Kabakamla%2520-%2520Paparan%2520Webinar%2520Marsec-.pdf&ved=2ahUKEwiU99LLk-nwAhUdIbcAHRVBAO0QFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw19FJxQPLZwha3-F0zUbpBW
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/kamla/3.%2520Kabakamla%2520-%2520Paparan%2520Webinar%2520Marsec-.pdf&ved=2ahUKEwiU99LLk-nwAhUdIbcAHRVBAO0QFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw19FJxQPLZwha3-F0zUbpBW
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Gambar 4.11 - Tata Kelola Lautan 

Banyaknya satuan patroli laut seringkali menimbulkan berbagai 

permasalahan di lapangan, seperti Tumpang tindih wewenang dan pengawasan 

yang bersifat sektoral. Untuk mengatasi tantangan tersebut serta untuk 

pengkoordinasian pelaksanaan operasi keamanan, keselamatan, dan penegakan 

hukum di wilayah hukum Indonesia, maka perlu dibentuk satu badan yang 

melakukan tugas yang berbeda (Single Agency Multitask) yakni Badan Keamanan 

Laut Republik Indonesia. Pembentukan Single Agency Multitask merupakan 

perubahan system pengawasan dan penegakan hukum dari system Multi Agency 

dimana terdapat beberapa instansi penegak hukum di perairan indoensia yang 

melakukan tugas dan fungsinya sesuai kewenangannya masing-masing, berubah 

menjadi system Single Agency Multitask dimana seluruh tugas penegakan hukum 
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di laut dilaksanakan oleh suatu instansi tunggal penegakan hukum di wilayah 

perairan dan yuridiksi indenesia72. 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia didirikan berdasarkan UU No. 

32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta PP No. 178 tahun 2014 tentang Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

mengantikan Badan Koordinasi Kemanan Laut (yang selanjutnya di sebut 

Bakorkamla) yang memiliki dasar hukum PP No 81 tahun 2005 tentang 

Bakorkamla. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia adalah lembaga 

pemerintahan non-kementrian di bawah Presiden yang tugas utamanya ialah 

melakukan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah 

hukum Indonesia73. pendirian Badan Keamanan Laut Republik Indonesia mengeser 

paradigm penegakan hukum di laut dari MAMT ke SAMT. Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia merupakan badan yang bertanggung jawab menjaga keamanan 

perairan dan yurisdiksi Indonesia dan kemudian menggunakan nama Indonesian 

Coast Guard (ICG) untuk menciptakan eksistensinya sendiri dalam hubungan 

internasional74. 

 

72 Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Warta Bea Cukai Edisi 475, Repository Beacukai, 

diakses pada 14 juni 2021, 

http://repository.beacukai.go.id/download/2015/08/0cb6612205e01a91408173acd1478c24-wbc-

475-juni-2014.pdf 

73 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, “Tugas dan Fungsi”, Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia.go.id, diakses pada 21 Agustus 2021, https://Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia.go.id/profile/job_and_function 

74 Nazili Abdul Azis, Kewenangan Badan Keamanan Laut (Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia) Dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia, 

DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 4, (2016) 

http://repository.beacukai.go.id/download/2015/08/0cb6612205e01a91408173acd1478c24-wbc-475-juni-2014.pdf
http://repository.beacukai.go.id/download/2015/08/0cb6612205e01a91408173acd1478c24-wbc-475-juni-2014.pdf
https://bakamla.go.id/profile/job_and_function
https://bakamla.go.id/profile/job_and_function


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69 
 

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

menyelenggarakan fungsi  untuk menyusun kebijakan keselamatan dan keamanan 

nasional di perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia; Menerapkan sistem 

peringatan dini untuk keselamatan dan keamanan perairan Indonesia dan wilayah 

hukum Indonesia.; melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan 

penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia;  

menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; 

memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; Memberikan 

bantuan pencarian dan pertolongan di perairan Indonesia dan di wilayah hukum 

Indonesia; dan melakukan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional75. 

Berdasarkan Pasal 63 UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Pasal 4 

Perpres Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, 

disebutkan bahwa “Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berwenang untuk 

melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, 

membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk 

pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi 

keamanan dan keselamatan di wilayah. Kewenangan Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam 

satu kesatuan komando dan kendali”76.  

 

75 Pasal 62 UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Pasal 3 Perpres Nomor 178 tahun 

2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

76 Pasal 63 UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Pasal 4 Perpres Nomor 178 tahun 

2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 
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Berdasarkan pasal 61, pasal 62, pasan 63 UU Nomor 32 tahun 2014 tentang 

Kelautan, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menerapkan sistem “Single 

Agency Multy Task”. Selain itu sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU nomor 

32 tahun 2014 tentang Kelautan, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

memegang komando atas aktualisasi operasi keamanan, Keselamatan, serta 

penegakan hukum di perairan dan yuridiksi Indonesia. Salah satu fungsi Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia adalah menyinergikan patroli yang dilakukan 

oleh 12 otoritas maritim.. penyinergian tersebut dimulai dari perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan proses hukum patroli keamanan, serta penegakan 

hukum di perairan Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih wilayah operaso dan 

kewenangan77.Salain itu, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia telah 

menerapkan Early Warning System yang sangat berguna bagi Indonesia, karna 

Indonesia memiliki potensi timbul bencana alam apabila dilihat dari sudut pandang 

geografi dan klimatologis. Penerapan Early Warning System melatarbelakangi 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ditahbiskan sebagai Indonesian Coast 

Guard78. 

Walaupun Badan Keamanan Laut Republik Indonesia memegang komando 

untuk mengintegrasikan kementrian/lembaga yang berwenang di lautan, namun 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tidak mempunyai fungsi penyidikan 

secara penuh. Pada pasal 63 (1) ayat b UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 

 

77 Dicky R. Munaf, “Sistem Operasi Tersinergi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”, Jurnal Sosioteknologi  

Vol. 14, No 3, (Desember 2015) 

78 Nazili Absul Aziz Op, Cit,. 
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menyebutkan “Badan Keamanan Laut Republik Indonesia memiliki kewenangan 

dalam memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan 

kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih 

lanjut” . Dipertegas dengan pasal 28 Perpres nomor 178 tahun 2014 tentang Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia yang menyebutkan  “untuk melaksanakan 

tugas penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di 

laut, dibentuk unit penindakan hukum”. Hal tersebut menyatakan apabila Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia tidak memiliki fungsi penyidikan secara penuh 

namun memiliki hak untuk melakukan penyidikan awal dan kemudian 

menyerahkan kapal tersebut kepada pihak yang memiliki wewenang untuk 

melaksanakan proses hukum lebih lanjut. 

Dalam menanggulangi ancaman perampokan bersenjata di wilayah perairan 

dan yuridiksi Indonesia, Sinergi antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan undang-

undang dengan kementerian/lembaga yang berkepentingan di bidang kelautan, 

diharapkan mampu menjamin kehadiran aparat penegak hukum dilaut untuk 

menjamin rasa aman untuk para pengguna laut yang melakukan pelayaran di 

wilayah perairan  Indonesia khususnya di wilayah ALKI.   
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D. Meningkatkan sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaan 

tugas 

Dalam mengoptimalkan pengamanan wilayah maritim Indonesia maka 

dibutuhkan informasi yang akurat dan cepat tentang kondisi keamanan maritim di 

Indonesia, untuk mendapatkan informasi tersebut, Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia bekerjasama dengan kementrian/lembaga lain dalam bertukar informasi, 

laporan masyarakat, data intelejen serta alat pemantau baik di stasiun pemantauan 

keamanan dan keselamatan laut ( yang selanjutnya di sebut SPKKL) ataupun di 

Kantor Pusat Informasi Marabahaya Laut (KPIML) Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia 79. Untuk menunjang keefiktifan pelaksanaan tugas, Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia telah meningkatkan perlengkapan sarana 

prasarana yang dapat mendukung Badan Keamanan Laut Republik Indonesia untuk 

memantau dan malaksanakan tugasnya sebagai Indonesian Coast Guard. Sarana 

dan prasarana yang mendukung tugas dab fungsi Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia antara lain ialah: 

 

1. Kantor Kamla Zona Maritim 

Kantor Keamanan Laut Zona Maritim di bentuk untuk melaksanakan tugas 

penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah tertentu. Badan 

 

79 Hasil Wawancara dengan bapak Afrizal Agung Satria, Kasi Penyiapan Strategi Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia dan bapak Vincentius Ardila Andriyawan Rustomo, S.H, staff 

Penyiapan Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia  melalui media komunikasi daring 

Whatsapp 
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Keamanan Laut Republik Indonesia memiliki tiga kantor kamla zona 

maritim yakni80 

a) Kantor Kamla Zona Maritim Barat di Batam  

b) Kantor Kamla Zona Maritim tengah di Manado  

c) Kantor Kamla Zona Maritim timur di Ambon 

2. Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan (SPKKL) 

14 SPKKL yang dilengkapi dengan fasilitas deteksi dan identifikasi kapal 

yang mencakup Long Range Camera (LRC), Global Maritime Distress and 

Safety System (GMDSS), serta AIS Base Station Radar Coastal Surveillance 

(RCS) 81. 14 SPKKL tersebut tersebar di beberapa wilayah di seluruh 

Indonesia, antara lain; SPKKL Aceh, SPKKL Batam, SPKKL Tanjung 

Balai Karimun, SPKKLNatuna, SPKKL Sambas, SPKKL Bitung, SPKKL 

Tarakan, SPKKL Kema, SPKKL Bali, SPKKL Ambon, SPKKL Merauke, 

SPKKL Kupang, SPKKL Tual, SPKKL Jayapura. 

3. Stasiun Bumi (Grouns Station) 

Stasiun Bumi yang mengunakan satelit Aqua dan Terra . Badan Keamanan 

Laut Republik Indonesia memiliki 3 Stasiun Bumi yang tersebar di wilayah 

Bangka Bleitung, Bitung Manado, dan Semarang 

4. Pangkalan Armada 

 

80 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Capaian 2015-2019 dalam “Rencana 

Strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 2020 -2024”, Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia.go.id, https://Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia.go.id/uploads/static_page/RENSTRA_BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK 

INDONESIA_2020-2024_FINAL.pdf  

81 Dony Nova Rusfandi, “Pertukaran Informasi Berbasis Early Warning System dalam 

Penanganan Illegal Fishing” , Jurnal Prodi Keamanan Maritim Volume 3 Nomor 3, (Desember 

2017) 

https://bakamla.go.id/uploads/static_page/RENSTRA_BAKAMLA_2020-2024_FINAL.pdf
https://bakamla.go.id/uploads/static_page/RENSTRA_BAKAMLA_2020-2024_FINAL.pdf
https://bakamla.go.id/uploads/static_page/RENSTRA_BAKAMLA_2020-2024_FINAL.pdf
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Badan Keamanan Laut Republik Indonesia memiliki tiga pangkalan armada 

untuk mendukung alutsistakamla, pangkalan armada Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia terdiri dari a) Pangkalan Armada Barat yang terletak di 

Barelang Batam; b) Pangkalan Armada Tengah yang terletak di Serei 

Minahasa Utara; c) Pangkalan Armada Timur yang terletak di kota Ambon82 

 

 

Gambar 4.12 -  Peta lokasi zona SPKKL, Stasiun Bumi dan Pangkalan 

Armada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

 

5. Alutsiskamla 

Dewasa ini, dispresi kapal negara Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia di pusatkan di ALKI yang merupakan kawasan yang menjadi 

gerbang keluar masuk bagi kapal asing yang melintasi dan mengunakan hak 

lintas damai di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia. Saat ini, Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia memiliki 32 (tiga puluh dua)unit kapal 

 

82 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Op Cit,. 
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untuk mendukung tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam 

melakukan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan 

yuridiksi Indonesia, antara lain83: 

a) 1 unit kapal patroli 110 meter (KN Tanjung Datu 301) yang di 

tempatkan di Zona Barat Batam 

b) 3 unit kapal patroli 80 meter yang di tempatkan di tiga zona yakni : 

- KN Pulau Nipah 321 di Zona Barat 

- KN Marore 322 di Zona Tengah 

- KN Pulau Dana 323 di Zona Timur 

c) 6 unit kapal patrol 48 Meter telah dipasang radar, Automatic 

Identification System(AIS), dan Long Range Camera (LRC) yang 

ditempatkan di tiga zona yakni: 

- KN Bintang Laut 401 dan KN Belut Laut 406 di Zona Barat 

- KN Gajah Laut 404 dan KN Kuda Laut 403 di Zona Tengah 

- KN Ular Laut 405 dan KN Singa Laut di Zona Timur 

d) 8 unit kapal patrol Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 12 

meter tipe Catamaran 

e) 12 unit kapal RHIB 9 meter 

f) 2 unit kapal RHIB 12 meter 

6. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Integrated Information System 

(BIIS) ialah pengembangan sistem Aissat Badan Keamanan Laut Republik 

 

83 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Op Cit,. 
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Indonesia yang merupakan perpaduan antara system deteksi dan sharing 

informasi84. 

7. Monalisa (Monitoring dan Analisa) ialah system yang memberikan 

informasi peringatan dini (Early Warning System) untuk aktifitas kapal yang 

mencurigakan berdasarkan prilaku anomali yang dideteksi oleh system. 

Monalisa menghasilkan informasi kelautan dengan menggunakan informasi 

open source dari seluruh dunia serta menggunakan AIS dan LRIT dari 

berbagai sumber untuk memproses dan menganalisis data kelautan. 

 Pada  konteks keamanan maritim, Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia lebih berfokus pada sinergi serta integrasi sarana  dan prasarana, sistem 

peringatan dini dengan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendapatkan 

data informasi yang berkaitan dengan kemaritiman, sehingga dapat berkontribusi 

positif untuk pengamanan keamanan dan keselamatan maritim Indonesia. Hal 

tersebut akan mewujudkan pengamanan maritim yang lebih efisien serta efektif85. 

 

E. Penguatan Personel Internal Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menyelengarakan pelatihan 

keamanan dan keselamatan laut yang memiliki tujuan meningkatkan kemampuan 

personel internal Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Menjalankan 

 

84 Dony Nova Rusfandi Op Cit 

85 Dicky Munaf, “Sistem Operasi Tersinergi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelauta” , Jurnal Sosioteknologi | 

Vol. 14, No 3, (Desember 2015) 
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tugas dan fungsinya dalam mendukung aktifitas operasi keamanan dan keselamatan 

laut guna menunjang stabilitas keamanan dan keselamatan di wilayan perairan dan 

yuridiksi Indonesia. Salah satu contohnya, dalam menangani ancaman keamanan 

maritim seperti tindak kejahatan perampokan bersenjata di Kawasan maritim, 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia membekali setiap personelnya dalam 

menanangani isu perampokan bersenjata dan isu keamanan lainnya dengan melatih 

setiap Personel dengan keahlian prosedur penggunaan senjata, prosedur 

pemeriksaan dan penggeledahan, dan Visit Board Search Seizure (VBSS) demi 

terciptanya keamanan maritim indonesia86. Latihan VBSS bermaksud untuk 

meningkatkan pengetahuan Paramiliter Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

agar menjadi pribadi yang kuat, terlatih, tangguh, pemberani serta seorang militan 

yang mumpuni sehingga dapat menunjang kesiapsiagaan operasi mengamankan 

perairan Indonesia87. 

Dari data yang dipaparkan dalam Capaian 2015-2019 paada Rencana 

Strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 2020 -2024, jumlah personel 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang mengikuti pelatihan sebanyak 

1556 personel pada tahun 2015-2019 

 

86 Hasil Wawancara dengan bapak Vincentius Ardila Andriyawan Rustomo, S.H, staff 

Penyiapan Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melalui media komunikasi daring 

Whatsapp 

87 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Ratusan Paramiliter Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia Jalani Latihan VBSS, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.go.id, diakses 

pada 30 Juli 2021,  https://BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK 

INDONESIA.go.id/berita/read/0.03464586663492571 

https://bakamla.go.id/berita/read/0.03464586663492571
https://bakamla.go.id/berita/read/0.03464586663492571
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Gambar 4.13 - Jumlah Peserta Pelatihan 

 

F. Operasi Tersinergi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan di 

amini oleh Peraturan Presiden No. 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. 

Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan 

keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. 

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

menjalankan fungsinya untuk melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, 

dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia 

serta menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi yang 

memiliki kewenangan dalam pengamanan maritim. Pada praktiknya, Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia telah menyelengarakan operasi keamanan dan 

keselamatan di wilayah perairan dan yuridiksi   indoensia secara tersinergi. 

Penyelengaraan operasi yang dilakukan Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia terbagi menjadi 2 yakni Operasi Laut dan Operasi Udara. 

1. Operasi Laut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 
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- Operasi Kemanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melaksanakan Operasi 

Kemanan dan Keselamatan Laut dalam negeri di seluruh wilayah 

Indonesia mengunakan kapal patrol Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia yang tersebar di seluru zona maritim Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia 

- Operasi Kemanan dan Keselamatan Luar Negeri Terkoordinasi 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melaksanakan Patroli 

Terkoordinasi Luar Negeri dengan berkerjasama dengan beberapa 

Staheholder dan Coast Guard luar negeri sperti Kementrian Kelautan 

dan Perikanan (KKP), Australian Border Force (ABF), serta Malaysian 

Maritime Enforcement Agency (MMEA) 

 

Gambar 4.14 – Capaian Operasi Laut Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia 

2. Operasi Udara Maritim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melaksanakan Operasi Udara 

Maritim yang dinamakan “Bhuana Nusantara” yang dilaksanakan di seluruh 
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wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia yang di dasarkan pada 3 zona area 

maritim yakni Zona Maritim Barat, tengah dan timur. 

Salah satu contoh Operasi Patroli Laut Bersama yang terintegrasi serta 

melibatkan stakeholder lainnya yakni Operasi Nusantara Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia. Operasi Nusantara adalah operasi bersama dan menyeluruh 

yang dilakukan oleh unsur-unsur Patroli Maritim Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia serta instansi lain yang melakukan operasi laut seperti TNI Angkatan 

Laut, Polri, Direktorat Jendral hubla, Bea dan Cukai, PSDKP KKP. Operasi 

nusantara pada 2016 memasuki Operasi Nusantara VII/2016 yang menyertasakan 

beberapa kapal dari instansi lainnya yang melaksanakan operasi laut. Selain 

bertujuan untuk mengamankan wilayah maritim, Operasi Nusantara juga memiliki 

tujuan lain yakni untuk menciptakan regulasi patroli serta sarana pendukungnya 

yang efektif88. 

 

G. Kerjasama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam 

Pengamanan Maritim 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melaksanakan kerja sama 

dengan berbagai kementrian/lembaga baik instansi sipil maupun militer yang terkait 

dalam bentuk mengoptimalisasikan gelar operasi keamanan laut serta melakukan 

kerjasama dengan instansi negara lain. Bentuk latihan maupun operasi yang 

dilakukan Badan Keamanan Laut merupakan implementasi dari kerjasama Badan 

 

88 Ahmad Prawira Dhahiyat, Peran Instansi Penegak Hukum Dalam Mengatasi 

Perompakan Bersenjata Terhadap Nelayan Tradisional Di Perairan Provinsi Lampung Tahun 2016-

2017, | Jurnal Keamanan Maritim | Volume 4 Nomor 1 (2018) 
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Keamanan Laut, sebagai contoh kerja sama dengan instansi dalam negeri, Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia melaksanakan operasi bersama dengan TNI 

Angkatan Laut, POLRI, KKP, BASARNAS, Bea Cukai. Sedangkan dalam ranah 

hubungan internasional, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia telah berusaha 

untuk melakukan upaya diplomasi maritim dengan melakukan kerja sama dengan 

beberapa negara yakni dengan Australia, Vietnam, Jepang, USA, Filipina, Spanyol, 

Malaysia,dan Yunani. Lebih lanjut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia juga 

secara aktif turut menghadiri berbagai forum kerja sama luar negeri serta dalam 

negeri89.   

Contoh kerjasama dengan instansi negara lain yakni dengan melaksanakan 

operasi Gannet dengan Australia di wilayah perbatasan maritim Indonesia-

Australia. Gannet operation melibatkan Australian Fisheries Management 

Authority (AFMA), The Australian Border Force (ABF), Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia), Direktorat 

Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), 

Operasi Gannet merupakan salah satu wujud tanggung jawab Indonesia dan 

Australia untuk melindungi wilayah perairannya masing-masing. Kegiatan ini 

dilakukan melalui interaksi koheren antar instansi terkait, pertukaran data informasi 

dan kegiatan patroli bersama antara instansi-instansi tersebut90. 

 

89 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Op Cit,. 

90 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, “Pelaksanaan Kerjasama Maritim 

Gabungan Indonesia dan Australia Operation Gannet 5”,  Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia.go.id, diakses pada 30 Juli 2021, https://BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK 

INDONESIA.go.id/berita/read/pelaksanaan-kerjasama-maritim-gabungan-indonesia-dan-australia-

operation-gannet-5.html 

https://bakamla.go.id/berita/read/pelaksanaan-kerjasama-maritim-gabungan-indonesia-dan-australia-operation-gannet-5.html
https://bakamla.go.id/berita/read/pelaksanaan-kerjasama-maritim-gabungan-indonesia-dan-australia-operation-gannet-5.html
https://bakamla.go.id/berita/read/pelaksanaan-kerjasama-maritim-gabungan-indonesia-dan-australia-operation-gannet-5.html
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Sebagai Indonesian Coast Guard, Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Coast Guard negara lain baik dalam hal 

operasi maupun pelatihan. Seperti contohnya 1) kerjasama trilateral dengan 

Malaysia dan Filipina dalam Trilateral Operation guna menangani perampokan di 

wilayah Laut Sulu Sulawesi. 2) Kerjasama Badan Keamanan Laut dengan 

Jappanese Coast Guard melalui Memorandum Kerjasama di bidang keamanan dan 

keselamatan maritim pada tahun 2019. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan 

kapasitas kedua pihak melalui penyelengaaraan Latihan gabungan, lokakarya, dan 

seminar, serta saling berbagi informasi yang di butuhkan oleh kedua belah pihak. 3) Badan 

Keamanan Laut – Philippine  Coast Guard melalui Memorandum of Understanding tentang 

Kerjasama maritim. Kerjasama ini bertujuan untuk berbagi informasi serta berbagi praktik 

dan ilmu keamanan maritim, melakukan pengembangan sumber daya  melalui lokakarya, 

seminar maupun pertukaran ahli, serta melaksanakan patrol terkordinasi atau kegiatan 

serupa. 

Kerjasama yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia  

merupakan realisasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai mandat undang-undang nomor 32 tahun 

2014 tentang Kelautan serta Perpres No. 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan 

Laut91.  

Selain Kerjasama bilateral dan trilateral dengan negara lain, Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia juga aktif dalam forum-forum Kerjasama 

 

91 Hasil Wawancara dengan bapak Afrizal Agung Satria, Kasi Penyiapan Strategi Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia dan bapak Vincentius Ardila Andriyawan Rustomo, S.H, staff 

Penyiapan Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melalui media komunikasi daring 

Whatsapp 
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dalam negeri dan luar negeri.  Forum kerja sama luar negeri dan dalam negeri yang 

dihadiri oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia diantaranya yaitu: 

1. Forum Kerja Sama Luar Negeri; 

- Berbagai Forum pertemuan maritim tingkat ASEAN 

- IORA (Indian Ocean Rim Association)  

- HACGAM (Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting) 

- MSDE (Maritime Security Desktop Exercise) 

- Forum IMO (International Maritime Organization) 

2. Forum Kerja Sama Dalam Negeri 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Menyusun Memorandum Of 

Understanding atau Nota Kesepahaman serta perjanjian kerja Sama dengan 

beberapa lembaga pemerintah seperti Badan Narkotika Nasional RI, Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, dan Badan Nasional Pencarian 

dan Pertolongan (BASARNAS) Ri serta instansi lainnya, selain itu Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia juga melakukan Kerjasama dengan Lembaga 

non pemereintah seperti Asosiasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI), 

Jakarta Center for Law Enforcement (JCLEC), dan lainnya. 

 

H. Pembinaan Masyarakat Pesisir 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melaksanakan kerja sama serta 

pembinaan masyarakat pesisir dengan membentuk Desa Maritim dan Relawan 
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Penjaga Laut Nusantara (Rapala)92. Desa maritim ialah desa-desa yang terletak di 

pesisir pantai yang kemudian di bentuk oleh Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia dengan pertimbangan potensi sumber daya manusia yang mudah 

dikembangkan serta memiliki posisi yang strategis baik potensi dan ancaman 

keamanan dan keselamatan. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tidak 

semata-mata hanya membentuk desa maritim akantetapi Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia juga terus berupaya untuk mengembangkan desa maritim 

melalui program-program yang di butuhkan masyarakat desa maritim tersebut 

seraya di sesualikan dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat93.  

Pembentukan Desa Maritim memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas 

kesadaran masyarakat pesisir akan keamanan dan keselamatan di laut , 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan 

pengetahuan dan keahlian masyarakat, serta menjadi mitra Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia terkait pemberian informasi dalam aspek keamanan dan 

keselamatan di laut94. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia memfasilitasi 

beebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

pesisir akan peran mereka dalam menjaga keamanan dan keselamatan maritim95. 

 

92 Hasil Wawancara dengan bapak Vincentius Ardila Andriyawan Rustomo, S.H, staff 

Penyiapan Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melalui media komunikasi daring 

Whatsapp 

93 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Op Cit,. 

94 Diskominfo Kabupaten Lampung Selatan, Bentuk Desa Maritim di Kunjir, Pemkab 

Lamsel Lakukan Kerjasama Dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, 

Lampungselatankab.go.id, diakses pada 30 Juli 2021, 

https://www.lampungselatankab.go.id/web/2020/11/04/bentuk-desa-maritim-di-kunjir-pemkab-

lamsel-lakukan-kerjasama-dengan-BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA-ri/ 

95 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, “Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

Dorong Peran Masyarakat Desa Maritim Kuala Jaga Keamanan Keselamatan Laut”, Badan 

https://www.lampungselatankab.go.id/web/2020/11/04/bentuk-desa-maritim-di-kunjir-pemkab-lamsel-lakukan-kerjasama-dengan-bakamla-ri/
https://www.lampungselatankab.go.id/web/2020/11/04/bentuk-desa-maritim-di-kunjir-pemkab-lamsel-lakukan-kerjasama-dengan-bakamla-ri/
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Selain itu Badan Keamanan Laut Republik Indonesia juga melakukan Kerjasama 

dengan Perusahaan Swasta dalam penyaluran CSR kepada masyarakat desa 

maritim, seperti bantuan dari PT. Ketrosden Triasmitra pada tahun 2018 

berdasarkan perjanjian kerja sama pengawasan (monitoring) dan pengamanan 

Sistem Komunikasi Kabel Lut berupa 16 sarana pembuangan sampah di Desa 

Panimbang Jaya dan bantuan dari PT. XL Axiata, Tbk tahun 2019 berdasarkan 

perjanjian Kerjasama pertukaran data dan informasi dalam rangka mendukung 

keamanan dan keselamatan di wilayah yuridiksi Indonesia berupa bimbingan teknis 

aplikasi laut nusantara dan sister net serta pemberian kartu prabayar yang di ikuti 

oleh 50 nelayan beserta istrinya96, hal ini dilakukan Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia sebagai tindak lanjut pengembangan pemberdayaan 

Masyarakat Desa Maritim.  

Harapan dari pembentukan Desa Maritim ialah masyarakat desa pesisir 

dapat merasakan kehadiran pemerintah secara langsung dalam membangun 

desanya sehingga muncul kesadaran dari dalam diri mereka untuk menjaga 

keamanan dan keselamatan laut disekitarnya.  

 

 
Keamanan Laut Republik Indonesia.go.id, diakses pada 30 Juli 2021, https://BADAN 

KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.go.id/berita/read/0.6367028249769497 

96 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Op Cit,. 

https://bakamla.go.id/berita/read/0.6367028249769497
https://bakamla.go.id/berita/read/0.6367028249769497
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Gambar 4.15 - Peta Desa Maritim dan Jumlah Masyarakat yang telah 

menerima pelatihan maritim 

 

Selain pembentukan Desa Maritim, Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia juga melakukan pembinaan masyarakat lainnya,  yakni pembentukan 

Rapala untuk membantu pengamanan di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia, 

pembentukan Rapala merupakan wadah menampung aspirasi masyarakat yang 

peduli laut nusantara. Rapala di bentuk di wilayah yang memiliki kawasan laut 

strategis yang berada di sekitar ALKI, jalur pelayaran terpadat, dan perbatasan 

laut97. Sejauh ini Rapala telah dibentuk di berbagai daerah, pada tahun 2020 Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia membentuk Rapala di Lampung Selatan (30 

orang), Sambas 20 orang), Banyuwangi (50 orang), Natuna (20 orang). Sedangkan 

pada tahun 2021 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia telah membentuk 

Rapala di SPKKL Tanjung Balai Karimun (30 orang), dan Natuna (20 orang). 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia juga memiliki rencana untuk 

membentuk Rapala di beberapa lokasi98. 

 

Beberapa Strategi yang dilakukan Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia dalam melaksanakan pengamanan keamanan dalam menangani ancaman 

 

97 Ardian Fanani, “Badan Keamanan Laut RI Bentuk Relawan Penjaga Laut Nusantara”, 

Detik News, diakses pada 30 Juli 2021, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5206986/badan-

keamanan-laut-ri-bentuk-relawan-penjaga-laut-nusantara/2 

98 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Rapala Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia, Instagaram Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Instagram.com/ Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia _ri), diakses pada 30 Juli 2021, 

https://www.instagram.com/p/CM_zFlbDUbo/?utm_medium=copy_link 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5206986/badan-keamanan-laut-ri-bentuk-relawan-penjaga-laut-nusantara/2
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5206986/badan-keamanan-laut-ri-bentuk-relawan-penjaga-laut-nusantara/2
https://www.instagram.com/p/CM_zFlbDUbo/?utm_medium=copy_link
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perampokan bersenjata yang terjadi di kawasan perairan dan yuridiksi Indonesia 

baik dari segi strategi Defensif  maupun Preventif. memberikan hasil yang positif 

terhadap angka penurunan tindak kejahatan perampokan bersenjata di kawasan 

perairan dan yuridiksi Indonesia serta di kawasan ALKI, berbagai upaya dan 

Kerjasamatelah dilakukan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan 

instansi lainnya yang berkaitan dengan pengamanan maritim, sehingga tidak 

mengherankan apabila tindak kejahatan perampokan bersenjata yang terjadi di 

Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Mengacu pada data yang 

peneliti ambil pada laporan ICC International Maritim Bureau, Piracy an Armed 

Robbery Againts Ships 2016-2020 pada sub bab 4.2, setidaknya terdapat penurunan 

yang cukup signifikan terhadap terjadinya insiden perampokan bersenjata yang 

terjadi di kawasan perairan dan yuridiksi Indonesia pada tahun 2017-2020. Pada 

tahun 2020 jumlah tindak kejahatan perampokan bersenjata turun sebanyak 53% 

dari tahun 2016 yang berjumlah 49 kasus dan turun 79% dari tahun 2013 yang 

berjumlah 106 kasus99. Walaupun tidak dapat di generalisasikan karena luasnya 

cakupan keamanan maritim di Indonesia, namun dapat dikatakan pengamanan 

maritim dalam penanganan tindak kejahatan perampokan bersenjata mengalami 

peningkatan, ini dibuktikan dengan menurunnya angka perampokan bersenjata 

yang terjadi di wilayah Indonesia, hal ini juga tidak terlepas dari usaha Badan 

Kemanan Laut Republik Indonesia serta sinergitas 13  kementrian/lembaga yang 

memiliki andil dalam pengamanan wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia. 

 

99ICC International Maritim Bureau, “Piracy an Armed Robbery Againts Ships”, (United 

Kingdom: ICC International Maritim Bureau Annual Report, 2016 – 2020) 
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BAB V 

PENUTUP 

 Pada bab v memaparkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, kesimpulan ini 

diambil dari hasil akhir penelitian ini yang kemudian diredusi dengan mengambil 

poin-poin penting dari hasil tersebut. Selain kesimpulan, pada bab ini juga 

memaparkan saran dari peneliti untk pengampuh kebijakan sehingga diharapkan 

penelitian ini memberi saran kebijakan untuk para pengampu kebijakan, terutama 

dalam hal keamanan maritime guna melahirkan negara maritime yang mumpuni. 

Bab ini di bagi dalam dua sub bab yakni sub bab kesimpulan dan sub bab saran. 

A. Kesimpulan 

Posisi silang Indonesia menjadikan Indonesia penghubung  antara dua 

samudra serta benua serta negara-negara Asia Tenggara melalui tiga Alur Laut 

Kepulauan Indonesia (selanjutnya di sebut ALKI) yang terbagi di seluruh lautan 

Indonesia. ALKI sendiri memiliki potensi yang sangat mumpuni, ALKI merupakan 

jalur pelayaran internasional yang menjadi salah tiga jalur perdagangan 

internasional utama di Asia Tenggara dan dunia. Namun ibarat sisi mata koin, 

potensi keuntungan yang di suguhkan oleh ALKI beriringan dengan potensi 

ancaman keamanan maritim yang di bawanya. 

Salah satu ancaman yang rawan terjadi di wilayah ALKI dan berpotensi 

menganggu stabilitas keamanan maritime Indonesia yakni perampokan bersejata di 

laut laut. setidaknya terjadi 574 kasus perampokan  bersenjata dalam kurun waktu 

9 tahun dari tahun 2012-2020  yang terjadi di Indonesia. Mayoritas insiden 

perampokan bersenjata di kawasan ALKI menyasar kepada kapal dagang dari 
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negara lain. Apabila melihat data negara asal kapal korban perampokan bersenjata, 

data tersebut menunjukan apabila perampokan bersenjata yang terjadi di kawasan 

ALKI tersebut dapat di kategorikan sebagai kejahatan transnasional karena 

melibatkan actor individu ataupun kelompok lebih dari satu negara,  sehingga 

insiden tersebut tentu akan mempengaruhi hubungan antara negara-negara bendera 

kapal dengan Indonesia serta merusak citra Indonesia di mata internasional 

terutama para pelaku maritim global.  

Untuk menangani ancaman tersebut maka dibutuhkan kehadiran penjaga 

keamanan laut di perairan Indonesia khususnya di kawasan ALKI. Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia merupakan badan yang bertanggung jawab 

menjaga keamanan perairan dan yurisdiksi Indonesia dan kemudian menggunakan 

nama Indonesian Coast Guard (ICG) untuk menciptakan eksistensinya sendiri 

dalam hubungan internasional. 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukan beberapa strategi 

dalam menangani ancaman keamanan mmaritim seperti tindak kejahatan 

perampokan bersenjata. Beberapa strategi diantaranya; 

a. Meningkatkan sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas 

Untuk menunjang keefiktifan pelaksanaan tugas, Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia telah meningkatkan perlengkapan sarana prasarana 

yang dapat mendukung Badan Keamanan Laut Republik Indonesia untuk 

memantau dan malaksanakan tugasnya sebagai Indonesian Coast Guard. 

Sarana prasarana yang dimaksud yakni seperti Kantor Kamla Zona Maritim, 
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SPKKL, Stasiun Bumi, Pangkalan Armada, Alutsiskamla, hingga Sistem 

peringatan dini dan sarana teknologi lainnya. 

b. Penguatan Personel Internal Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menyelengarakan pelatihan 

keamanan dan keselamatan laut yang memiliki tujuan meningkatkan 

kemampuan personel internal Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

dalam Menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung aktifitas operasi 

keamanan dan keselamatan laut guna menunjang stabilitas keamanan dan 

keselamatan di wilayan perairan dan yuridiksi Indonesia 

c. Operasi Tersinergi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

Penyelengaraan operasi yang dilakukan Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia terbagi menjadi 2 yakni Operasi Laut dan Operasi Udara. Salah 

satu contoh Operasi Patroli Laut Bersama yang terintegrasi serta melibatkan 

stakeholder lainnya yakni Operasi Nusantara Badan Keamanan Laut 

Republik Indonesia. 

d. Kerjasama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Pengamanan 

Maritim 

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melaksanakan kerja sama 

dengan berbagai kementrian/lembaga baik instansi sipil maupun militer 

yang terkait dalam bentuk mengoptimalisasikan gelar operasi keamanan 

laut serta melakukan kerjasama dengan instansi negara lain. 

e. Pembinaan Masyarakat Pesisir 
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Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melaksanakan kerja sama serta 

pembinaan masyarakat pesisir dengan membentuk Desa Maritim dan 

Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala) 

Dari data-data yang telah di paparkan, maka tidak mengherankan apabila 

tindak kejahatan perampokan bersenjata yang terjadi di Indonesia mengalami 

penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 jumlah tindak kejahatan 

perampokan bersenjata turun sebanyak 53% dari tahun 2016 yang berjumlah 49 

kasus dan turun 79% dari tahun 2013 yang berjumlah 106 kasus100. Walaupun tidak 

dapat di generalisasikan karena luasnya cakupan keamanan maritim di Indonesia, 

namun dapat dikatakan pengamanan maritim dalam penanganan tindak kejahatan 

perampokan bersenjata mengalami peningkatan, ini dibuktikan dengan 

menurunnya angka perampokan bersenjata yang terjadi di wilayah Indonesia, 

tentunya hal ini tidak terlepas dari berbagai usaha Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia serta sinergitas 13  kementrian/lembaga yang memiliki andil dalam 

pengamanan wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia. 

 

B. Saran 

 Dengan adanya penelitianya ini, peneliti berharap agar pemerintah 

Indonesia lebih menuruh perhatiannya pada domain maritim terutama pada 

keamanan maritim. Apabila  Indonesia memiliki keinginan yang kuat menjadi 

Negara maritim yang besar melalui pemanfaatan lautan untuk kepentingan 

 

100ICC International Maritim Bureau, “Piracy an Armed Robbery Againts Ships”, (United Kingdom: 

ICC International Maritim Bureau Annual Report, 2016 – 2020) 
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nasional, maka Indonesia harus lebih memperhatikan dan meningkatkan keamanan 

maritim di wilayahnya. Keinginan tersebut akan sulit tercapai apabila keamanan 

maritim Indonesia masih rentan, oleh karenanya peneliti berharap Indonesia lebih 

meningkatkan pengamanan di domain maritim. Peningkatan pengamanan maritim 

sendiri dapat dilakukan dengan memperkuat kekuatan laut Indonesia melalui 

peningkatan kekuatan instansi yang memiliki andil dalam penjagaan laut. Salah 

satunya yakni Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagai Indonesian Coast 

Guard. 

 Selain peningkatan kekuatan, peneliti berharap pemerintah Indonesia 

memperjelas kewenangan setiap instansi yang memiliki kepentingan dilaut 

sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pada saat praktisasi pengamanan 

di laut serta memberi keamanan dan kenyamanan bagi penguna laut. Tumpang 

tindih kewenangan berpotensi melahirkan ego sektoral dari masing-masing instansi 

sehingga dapat menghambat terjadinya integrasi Antara kementrian/lembaga yang 

berkepentingan di laut, hal tersebut tentu akan menganggu pemaksimalan 

pengamanan laut di Indonesia. 

 Walaupun Badan Keamanan Laut Republik Indonesia telah diperkuat 

dengan UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Perpres No. 178 tahun 2014 

tentang Badan Keamanan Laut, namun dalam pandangan penulis masih perlu 

dibuatkan satu undang-undang khusus untuk keamanan maritim yang membahas 

secara jelas mengenai kewenangan para penegak hukum di laut sehingga tidak 

terjadi tumpang tindih kewenangan. 
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 Peneliti menyadari banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, minimnya 

referensi seperti buku, jurnal maupun artikel yang mengulas tentang strategi Badan 

Keamanan Laut Republik Indonesia serta beberapa keterbatasan menjadi salah satu 

masalah yang peneliti hadapi dalam mengerjakan skripsi ini. 
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